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MA.JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu ’alaikum Warahmatullaaki Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat
dizempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan
Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis
dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam
rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam
sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil
penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan
upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan
sckaligus sebagai doknmen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh
karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI
Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan
MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun
1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali
informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945
sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRET S JENDERAL,

L
Drs. EDDIE SIREGAR, M.SL
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Assalaamu ’alaikum Warahmatulloahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika
merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk
mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular discbut sebagai empat
pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia
dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi
Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas
Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta
mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan
kedaulatannya tidak dapat dikompromikan, Demikian pula slogan Bhinneka Tunggal Ika
harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan vang mudah dilanda ketegangan karena
keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud
dalam kebidupan nyata. Scbagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena
adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan milai yang
terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah
datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama
bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan
dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta
prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan



bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang
menghargai perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

%k k%

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif
bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya
penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan
pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang
mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada
perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang
menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap
mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang
menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran
dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional
yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan
nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan
dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah
mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas
tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada
masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat
pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok
terfokus (focus group discussion), pelatihan untuk pelatih (training of trainers), dialog
interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada
kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah
secara online maupun offline.

% %k %k

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang
disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami
konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan
para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait
dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-
catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan
tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan



Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya
buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa
memberikan ridho-Nya kepada kita semmua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa
dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang
modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalgamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
M
¢ ;— .
) ~.
Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
M.A
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
W /
DR. AHMAD FARHAN HAMID, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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RISALAH RAPAT PLENO PAH I, RAPAT LOBI, DAN RAPAT TIM PERUMUS
TANGGAL 5-20 JUNI 2000

1. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC1 BADAN PEKERJA MPRRI

1| | Hari | : | Selasa )
2. | Tanggal 1 | 6Juni2000 |
3. | Waktu :ﬁ- 1 09.00WIB |
| 4. | Tempat | | Samithi II ]
5. | Ketua Rapat | : | Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

i -I Sekretaris Rapat j'r_ | Drs. Aip Suherman j ‘t
7. |Acara | : | Rapat Tim Perumus PAH I Tentang Pemilu ]
i Hadir : | 13 Orang ]
9. —i Tidak hadir T : | -Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bapak-Bapak sekalian.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan moga-moga pada pagi hari ini kita selalu mendapat ridho dari
Allah SWT. Amin. Mari kita mulai ini, dengan membahas Bab Pemilihan Umum. Tolong
dibuka Mas. Ada beberapa prinsip yang disepakati dalam Bab Pemilihan Umum.

Yaitu bab-nya kira-kira pemilihan umum, cuma ada yang mengatakan ada partai
politik dan partai politik saya pikir inside di dalam gja nanti.

Kemudian yang kedua, prinsip Pemilu jurdil, luber masuk di sini. Kemudian
dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPRD, dan DPD. Ini perly,
dilakukan dengan penekanan DPR itu wakil rakyat, DPD itu adalah teritorial, kira-kira
begitu.

Cuma apakah Presiden, gubernur, bupati/walikota diadakan pemilihan
tersendiri? Saya pikir itu mengikuti..tersendiri? Jadi tinggal DPR agja nanti ya. Pemilu
dilaksanakan lima tahun sekali, oke. Pemilu disebut sebuah pelaksanaan Pemilu,
komisi.

2. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Komite sebenarnya.

3. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Ya nanti kita sebut komisi, komite atau komisi nasional, komisi negara kalau di
ini nanti itu, lembaga yang mengesahkan, kira-kira tujuh prinsip itu. Mari kita ambil
tujuh itu dalam konsep rumusan. Kita rumuskan di bawah saja Mas, rumusannya. Bab
Pemilihan Umum.
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4. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Bapak Ketua, sebentar. Seingat saya gitu, mudah-mudahan teman-teman yang
lain ingatannya sama, mudah-mudahan tidak inget gitu. Ada kemarin juga yang dari
hasil lobi itu, memang tidak dibahas lanjut, ada yang tidak menghendaki dalam satu
bab. Karena itu tolong jangan diabaikan, bahwa ada satu, ada kelompok yang tidak
menghendaki pemilihan umum sebagai satu bab. Kalau begini seolah-olah semua
sepakat bahwa pemilu dalam satu bab, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau digunakan kata-kata pemilihan umum itu artinya pemilihan
untuk personil yang akan mengisi badan-badan perwakilan. Sedangkan kalau
pemilihan ditambah kata lain, biasanya pemilihan Presiden, itu tidak digunakan
terminologi pemilihan umum. Nah, kemudian, mengenai yang tadi itu, yang dikatakan
di atas, seperti fraksi saya, bahwa mengenai pemilihan umum itu terdapat dimasukkan
ke dalam bab, ke dalam salah satu pasal ketika kita berbicara tentang badan legislatif.
Dan berbicara tentang pemilihan dengan lain-lain, baru kita bicara tentang pemilihan.
Nah, tolong dalam membuat alternatif/perumusan ini jangan seolah-olah mengkerucut
kita semua menyepakati, berarti takut mentah lagi.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Oke, jadi pada prinsipnya ada dua penempatan pemilu. Yang satu dalam bab
sendiri, konsekuensinya adalah nanti yang sudah tersebar itu mengikuti dan mungkin
bisa disebar juga tapi spesifikasi dan umumnya itu di sini.

Kemudian yang kedua, nanti alternatif dua, Bab Pemilihan Umum, alternatif ..
dalam bab tersendiri. Hal pemilihan umum, alternatif pertama adalah bab tersendiri,
alternatif dua disebar dalam pasal-pasal. Begitu gja nanti.

6. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Ketika kemarin saya tidak hadir, .. tujuannya.. jadi kok langsung pemilihan
umum diadakan...

7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke Pak Asnawi, ini kita belum masuk substansi, nanti pasal satu, misalkan
pasal..ayat satu, bisa mengatakan pemilihan umum adalah..kira-kira begitu lah.
Sebelum masuk yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali, kira-kira begitu lah. Jadi
begitu Pak Ruki, jadi alternatif pertama itu bab tersendiri, nanti alternatif dua
penempatannya ya, disebar dalam pasal-pasal. Tapi bukan berarti di....

8. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
..saya sepakat itu dengan catatan sehingga seolah-olah hasil rumusan hanya ini

9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, ya. Nanti ada kan, alternatif pertama bab tersendiri, alternatif dua disebar.
Coba kita langsung..hal pemilihan umum, alternatif pertama dalam bab tersendiri.
Tulis, hal pemilihan umum. Tentang atau pemilihan umum. Alternatif pertama dalam
bab tersendiri. Dan nanti di bawah Pak....

10. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Ya, betul begitu, alternatif pertama tidak dalam bab tersendiri, itu yang b.

11. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Alternatif kedua dalam bab sendiri rumusannya sebagai berikut.
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12. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Dibalik-dibalik Pak. Alternatif pertama, Mbak..Mbak...Alternatif pertama dalam
bab sendiri dengan rumusan sebagai berikut.

13. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Lebih baik begini Pak, jadi lebih simpel, tidak dalam bab tersendiri, alternatif
kedua dalam bab tersendiri dengan rumusan sebagai berikut.... Nyambung gitu lho Pak.

14. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pak Ketua, mengerucutkan dengan rumusan sebagai berikut. Yang kemarin itu,
sebetulnya pembicaraannya memang ada yang dikemukakan oleh Pak Ruki, tapi ada
semacam kesepakatan begini "Pemilu itu ada dua macam, ada pemilu perwakilan, DPR,
DPRD, dan DPD, lalu pemilu yang non perwakilan.” Nah, kita bilang yang kita rumuskan
itu adalah pemilu yang perwakilan. Yang Presiden, yang bupati yang referendum
masing-masing masuk. Syaratnya masuk itu begitu. Tapi kalau memang ada yang
menginginkan, gunanya itu menjadi catatan, bahwa catatan itu mengatakan ada yang
menginginkan pemilihan umum ini masuk, tidak dalam bab tersendiri. Kita juga kan
dipisah, ada yang perwakilan jadi satu, yang non perwakilan masuk di masing-masing
itu. Jadi catatan saja atau kalau alternatif....

15. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Ini saja sudah betul lah.

16. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ini betul Pak, nanti pemilihan umum yang dimaksudkan perlu bab sendiri adalah
pemilihan umum untuk memilih di lembaga perwakilan, isinya kan begitu nanti.

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Iya, artinya yang di bawah ini hanya yang perwakilan ini.

18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Karena menurut Pak Ruki tadi, meskipun untuk memilih perwakilan ada yang
mengusulkan jika pakai bab sendiri.

19. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Masih ada enggak waktu itu? Sudah tidak ada....

20. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ya biarkan inij, ini sudah bener saya pikir.

21. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Oke demokratis, silakan... bagus

22, Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Jadi hal pemilihan umum alternatif saya tidak dalam bab sendiri, mau keterangan
disebar dalam, itu kan, udah mengertilah.

Alternatif kedua dalam bab tersendiri dengan rumusan sebagai berikut:
Bab...Pemilihan Umum. Kan sudah kan? Pasal 1. Kita yang sama enggak usah dipersulit
lah. Pasal ... Ayat (1).

23. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
[tu ada Pak kalau saya....
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24. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Silakan yang agak filosofis.

25. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Menanyakan apa pemilihan umum ituy, itu ada yang sama kalau Utusan Golongan,
PDI Perjuangan, PKB yang mengatakan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan
rakyat dilaksanakan ini..ini.ini, dengan dasar ini.ini..ini, untuk memilih wakil rakyat,
DPR, DPD, dan DPRD dan sebagainya itu.

26. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Setuju itu semuanya bagus.

27. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Banyak fraksi.

28. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Ada persandingan.

29. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Bagus itu.

30. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Coba ditulis, pas Ayat (1) diketik dulu seperti yang didikte oleh Pak Profesor kita.

31. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Jadi pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk di DPR,
DPD, dan DPRD.

32. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Sudah sampai itu saja enggak usah ada kelanjutannya.

33. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Mudah-mudahan PKB, PDKB, PPP juga, walaupun dari satu, dua, tiga itu, hanya
PPP meliputi Presiden, Wakil Presiden untuk dipilih. PKB juga begitu, PDKB juga begitu.

34. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
PBB ini dengan PKB perbedaannya untuk Presiden dan Wakil Presiden.

35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ada minta persandingan. Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat
dilaksanakan lima tahun sekali.

36. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Yang dilaksanakan.

37. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Yang dilaksanakan lima tahun sekali. Kalau saya usul biar tidak tiga substansi
masukkan ini. Substansi pertama: kedaulatan rakyat.

Substansi kedua: pelaksanaannya, ya kan?

Substansi ketiga: untuknya, goal-nya ini. Kalau menurut saya dipisah.

38. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Kalau menurut saya lebih baik jadi satu Pak. Kalau dipisah itu seperti kalimat-
kalimat yang selama ini.
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39. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kalimatnya kering Pak, kayak radiogram.

40. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Tidak, saya kalau yang pertama, dua ayat lah paling tidak itu.

41. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Nanti itu adakan untuk pemilihan Presiden, bupati, itu ayat berikutnya, yang
selanjutnya nanti diatur dengan undang-undang.

42. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Jadi saya usul dua ayat. Ini usul Pak ya. Biar tidak tiga substansi menjadi satu ayat
itu kurang specified, kurang fokus menurut saya. Jadi, pemilihan umum merupakan
wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

43. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Ayat duanya tetap.

44. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih.,, nah kalau pemilihan umum
yang dimaksudkan adalah itu. Nanti kalau pemilihan yang.. biar enggak kering. Jadi
pemilihan umum di sini itu untuk perwakilan saja.

45. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, itu Ayat (2) dan (3) itu sudah masuk.
Kenapa dipecah lagi? Lihat itu Ayat (3)-nya.

46. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Saudara Ketua.

47. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ntar dulu. Pak Asnawi, eh Pak...

48. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pak Ketua, ini pertanyaan tadi timbul itu karena ada permintaan definisinya apa?
Sebab definisinya menjadi soal, kemudian definisinya itu merangkum semua, karena
definisinya sendiri kering kalau pendek. Cobalah bikin definisinya yang jangan kering
banget. Rumuskan suatu yang bagus, masak cuma sekedar pemilihan umum adalah
wujud dari kedaulatan rakyat. Ya apalah, yang agak tidak kering betul sehingga
kemudian kita ada masalah waktunya, berkala, sifatnya, jujur segala macam itu, untuk
apa, DPR, DPD itu. Jadi semua itu kan menunjukkan pokok-pokok yang sangat
mendasar yang dirumuskan terpisah saja, kok jadi satu. Ini jadi tidak kelihatan
fokusnya itu.

49. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Jadi ini setuju untuk dipisah.

50. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Dipisah, tapi definisinya jangan terlalu pendek begitu, yang agak anu-lah, coba
rumuskan tadi. Pak Asnawi barangkali yang mengusulkan tadi itu, definisinya itu.
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51. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Misalnya di pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat, ini masih
perlu apa? Untuk apa?

52. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau PDKB mengusulkan wujud kedaulatan rakyat yang tertinggi, maksud saya
la.. kalau sudah pemilu itu enggak ada yang lebih tinggi dari pemilu? Kedaulatan rakyat
itu lewat pemilu.

53. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Sebetulnya perwujudan kedaulatan rakyat yang diwujudkan itu sudah mencakup
dalam hirarkis itu dan itu memang substansi dari pemilu, ya itu Pak, tidak harus
ditambah-tambabh.

54. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Kalau tidak bisa basah, ya sudah lah..jadi satu saja lah. Tapi jangan digabung
semua jadi satu, nanti cuma satu ayat.

55. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Karena ayat berikutnya, misalnya ya di Utusan Golongan ada pemilihan umum
untuk anggota DPR diikuti oleh partai-partai politik ..

56. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Saya ada konsep Pak, sudah..sudah..

57. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saya ini dalam rangka pendekatan, tadi ada alternatif satu ya? Saya pikir kalau
memang bab satunya ini dan kemudian yang pemilihan eksekutif itu Presiden dan
seterusnya ke bawah itu, itu dilakukan tersebar di masing-masing maka kami dapat
menyimpulkan tidak perlu ada alternatif satu. Kalau memang yang macam-macam itu
Presiden di..sendiri-sendiri. Itu memang hasil lobi kita kemarin begitu.

58. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Jadi hanya untuk DPR saja.

59. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Oke, kembalilah Bapak. Biarkan dulu ada alternatif 1 dan 2, nanti siapa tahu Pak
Taufik Ruki, nanti, siapa tahu tinggal satu.

60. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Pengusulnya dari Golkar kan?

61. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan,
menurut saya secara langsung umum itu didahulukan. Benar, yang dilaksanakan lima
tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Nanti
bilang... pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai
politik untuk mewakili rakyat.

Ayat berikutnya, pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah
mewakili perorangan dalam satu provinsi. Atau disatuayatkan.

6 Perubahan UUD 1945



62. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Kalau menurut saya diikuti oleh perorangan yang diusulkan partai maupun
perorangan..jadi partai itu ada di situ.

63. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
O..yang di DPD-nya, ya terserah.

64. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Lebih baik saya kira didetilkan. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewam Perwakilan Daerah diikuti oleh partai-partai politik, itu
benar. Clear gitu....

65. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Ndak, gini dipisah Pak. Yang Ayat (2) itu adalah netral. Pemilihan umum itu mulai
DPR, DPD sampai DPRD. Terus ayat berikutnya "Pemilihan Umum untuk memilih
anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili rakyat”, itu
harus ada beda rakyat dan daerah gitu lho. Jangan diketik dulu Mas. pemilihan umum
untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD diikuti oleh partai-partai politik, jangan
partai politik karena kecenderungnya multi partai Pak ya... Ndak, biar lebih tegas,
nanti partai tunggal.

66. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Kalau satu partai bukan pemilihan umum.

67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Partai politik lah. Partai politik untuk mewakili rakyat. Ya, nanti bahasanya
terserahlah.

68. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Tidak usah lagi Pak..

69. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Terus, biar tuntas dulu Mas, pemilihan umum untuk memilih ....

70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Anggota DPD.

71. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Tulis lengkap saja.

72. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ya, nanti kalau mau di-mixed, ya di-mixed. Nanti gampanglah, yang penting
substansinya ketemu dulu Pak....

73. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Perorangan, calon-calon dari partai politik dan perorangan.

74. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Dengan persyaratan ditetapkan dengan undang-undang.

75. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Ya nanti, di atas sudah ada Pak, di atur dengan undang-undang alasannya itu.
Calon dari partai politik dan calon perorangan nanti gitu. Nah, ini kalau mau di mixed
silakan di-mixed. Oke, silakan Pak Seto dulu.
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76. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
[tu yang Pasal 3, diikuti oleh partai politik. Saya ingin menambahkan dua kata
"yang sah.”

77. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Yang memenuhi syarat saja. Sebetulnya di Ayat (2) itu, dengan undang-undang....

78. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tidak, saya tidak setuju kalau yang memenuhi syarat. Karena hak dasar dari
sebuah partai politik adalah ikut pemily, itu yang membedakan dia dengan organisasi
kemasyarakatan lainnya. LSM dan sebagainya itu, disebut LSM karena tidak boleh ikut
pemilu, kalau partai politik itu harus boleh ikut pemilu. Tapi dia harus sah. Tidak bisa,
sah itu kan ada aturan undang-undangnya bagaimana partai politik yang sah.

79. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Syarat-syaratnya.

80. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Misalnya kemarin ada, apa namanya...

81. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Ndak, yang sah itu kan sudah jelas sah menurut undang-undang.

82. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Saya pikir sudah Mas Seto, jadi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai
Politik itu nanti akan membahas itu. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar saya pikir
enggak perlu itu.

83. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
Sah tidaknya bahwa nanti kan ...hak asasi kan?

84. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Oh, enggak.

85. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)
..Sah itu setiap warga negara berhak..

86. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Oh, enggak, sah kan diatur. Bahwa partai politik kan harus daftar, itu kan ada.

87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ada dua dimensi.

88. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kata-kata yang itu, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, itu kita
lepas dulu di Ayat (2), kita taruh di paling belakang nanti.

89. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Betul... betul.

90. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Tentang pemilihan umum, partai politik dan tatacara pemilihan umum diatur
dengan undang-undang. Masuk semuanya. Seluruhnya nanti kita amanahkan kepada
pemerintah agar membuat undang-undang.
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91. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)

Sebentar Pak, partai-partai tadi cuma mengenai memenuhi syarat dan sah, kalau
cuma sah saja partai-partai yang ikut pemilu kemarin ini, itu sah dia, sebab dia
mempunyai akte tapi tidak memenubhi syarat. Tidak selalu partai yang sah itu karena
diatur oleh punya akte sudah diundangkan itu, tapi enggak memenuhi syarat.

92. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Jadi saya pikir di sini harus netral Mas, netral dulu. Jadi di undang-undanglah kita
akan bahas di situ.

93. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Diikuti oleh partai politik saja.

94, Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Iya, diikuti oleh partai politik.

95. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Ya, diikuti oleh partai politik, kan macam-macam, akan diatur oleh undang-
undang.

96. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Kemudian kan ada partai politik yang seperti apa? Gitu kan.

97. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Ya, nanti di bawahnya Pak Prof. bilang tadi.

98. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya sekarang, sudah ya, kira-kira gitu. Pemilihan umum dilakukan serentak, ndak
perlu. Bisa "serentaknya” bisa dinaikkan di atas. Pemilihan umum diselenggarakan
secara serentak untuk memilih anggota DPR.

99. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Hilang semua..tidak ada yang serentak, langsung, umum, bebas, rahasia

100. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Tinggal naik saja.

101. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Begini Pak, saya usulkan. Kalau serentak memang idealnya begitu. Tetapi kan kita
kemarin saja ada kerusuhan, terus kita enggak bisa laksanakan pemilihan umum di
mana tuh.di satu, dua daerah. Nanti itu kalau bikin begini nanti mau enggak mau,
enggak bisa dilewati meskipun ada kerusuhan dan lain-lain sebagainya.

102. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Begini Pak Theo, akan ada ayat yang berbeda tentang escape clausul. Tapi
prinsipnya pemilihan umum ini serentak. Nanti akan ada escape clausul yang akan
memberikan celah bagi kemungkinan dilakukannya pemilu susulan dan pemilu sela.

103. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Kalau ada misalnya pemilu lokal, kalau ada misalnya, jadi ini serentak, untuk
menggantikan kalimat panjang itu.

104. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Jadi kalu saya usul di-insert di salah satu ayat. Ayat (1) Mas. Pemilihan umum
merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan serentak lima tahun sekali....
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105. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Mesti pakai secara.

106. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Secara serentak, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

107. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Lima tahun sekalinya enggak ada.

108. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Ada.

109. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Tapi ini artinya beda. Mesti diikuti dengan di seluruh wilayah tanah air di bawah
itu. Sebab kalau serentak itu kan artinya waktu. Ada hubungan dengan segera begitu.
Serentak mesti diikuti dengan seluruh wilayah negara, kalau misalnya serentak.

110. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Serentak dan langsung, umum, bebas dan rahasia itu harus dibedakan. Serentak
itu dalam dimensi teritorial dan waktu. Langsung umum dan seterusnya itu dimensi
sifat atau ....

111, Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Karena itu serentaknya ditaruh di belakang saja. Paling belakang, diberi
keterangan, secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia.

112. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Dilaksanakan lima tahun sekalij, secara langsung itu ...

113. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Ini kan Ayat (2). Ayat (2) itu rusak itu kalau digabung-gabung lagi.

114. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
“Dan adil, secara serentak di seluruh Indonesia.”

115. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Apa bedanya "secara serentak” di atas dengan di bawah?

116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Sebab Ayat (2) menyangkut pelaksanaan Pak, makanya saya bilang taruh di dua.
Di atas itu kan perlu definisilah.

117. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Sebetulnya di dua juga, bisa "pemilihan umum diselenggarakan untuk mewakili
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, secara serentak di seluruh...”

118. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Bisa, bisa.

119. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Jadi setelah rakyat, daerah.

120. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Tapi esensinya di sini untuk apa, tujuannya...
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121, Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ya untuk memilih itu dilakukan serentak.

122. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kalau memilih di badan perwakilan ya mesti serentak. Tetapi kalau memilih
gubernur segala macam ...

123, Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

124. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Selanjutnya diatur dengan undang-undang.

125. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Nanti di akhir sendiri, kata undang-undang itu satu saja.

126. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Tapi apa memang maksudnya, nanti di daerah-daerah itu selalu serentak. Ada
pikiran bahwa itu tidak harus sama-sama, di pusat boleh, tapi serentak di seluruh
kabupaten.

127. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kalau untuk DPRD, itu sebaiknya serentak, perwakilan ya. Tapi kalau
eksekutifnya, itu silakan, tentunya ada periodesasinya.

128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

129. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Pimpinan, pimpinan, menggunakan serentak. Kalau DPR dan DPRD memang
serentak, tapi DPD belum tentu serentak, misalnya nanti antar waktu..

130. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Itu kan pemilihan sela Pak, nanti ada escape clausul-nya. Tapi secara umum DPD
itu dipilih secara serentak, kalau ada yang ganti antar waktu, pemilihan sela namanya,
escape clausul-nya ada.

131. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Jadi ada yang namanya lex generalis dan lex specialis, itu specialis... Kalau pemilu
lokal, susulan ada lagi.

132. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
... tidak serentak, jadi netral Pak, Undang-Undang Dasar itu.

133. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Enggak, maksudnya barangkali karena kalau soal umum, langsung, bebas, dan
rahasia kan prinsip-prinsip. Itu sangat mendasar, dibedakan dengan serentak. Serentak
kan boleh dikatakan lebih tidak semendasar seperti itu. Jadi, barangkali tidak diatur di
Konstitusi, barangkali, tidak diatur di Undang-Undang Dasar.

134. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Begini, begini, kita ini kan, mengapa tadi diusulkan begitu, karena ada usulan tadi
yang Ayat (5) dihapus. Kan kita merumuskan.
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135. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Alternatif saja kalau tidak...

136. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Kalau tidak mau disatukan, ya dialternatifkan.

137. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Supaya tidak ngaco.

138. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Maaf, jangan digunakan istilah ngaco.

139. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Kalimatnya, kalimatnya...

140. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Jadi pemasukan ide itu jangan dimasukkan ngaco gitu, berbeda pendapat itu...

141. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Ndak, ini saya tanya, enggak usah diayatkan, tapi di dalam bricket saja. Jadi kalau
memang perlu, perlu. Kalau enggak, enggak. Dalam.. secara.., nah dalam kurung,
sampai Indonesia. Nah, udah kan? Kalau perluy, perlu. Kalau enggak, enggak kan?

142. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pak Ketua, kelihatan banyak masalah. Sebetulnya nanti juga diselesaikan oleh
legal drafter. Kalau kita baca semua sekaligus, itu sebenarnya semuanya sudah ada.
Tapi kalau Ayat (1) kita semua, kita baca ayatnya mulai dari satu lagi. Jadi saya usul
kalau bisa jam sepuluh ini kita siap, selesai. Ini masalahnya.

143. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Luthfi, oke kalau gitu kita langsung ke ayat berikutnya, kita ke
Ayat (5).

Jadi kalau mau diskusi pasti tidak ada habisnya, ini semua jago diskusi semua
soalnya. Jadi pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, permanen, mandiri, yang anggotanya, mestinya, yang
anggotanya mempunyai kemampuan, kepribadian.

144. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang utuh, jangan yang baik.
145. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ngukurnya utuh gimana? Kepribadian yang baik, yang mandiri, yang baik dan
bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum. Partai politik saja, nanti
bisa jadi partai politik tidak pemilihan umum, bisa jadi ini....

146. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Partai politik pengacau.

147. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Jadi dia, bukan partai politik pengacau, tidak boleh. Pak, Pak enggak boleh ada
kata partai politik pengacau. Enggak boleh. Sensitif itu.

148. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Enggak pakai aktif juga.
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149. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Dan bukan anggota partai politik dan masuk yang tersendiri.

150. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Pak Seto.

151. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, saya hanya mau. Ini persoalan perumusan. Kalau anggota itu mulai dirinci
kualifikasinya, menurut saya nanti bisa mengundang perdebatan atau usulan yang
panjang. Menurut saya, ndak usahlah mempunyai kemampuan, mempunyai
kepribadian yang baik dan lain sebagainya. Karena nanti pasti, siapa yang bisa menolak
kalau saya katakan dia harus beriman dan bertagwa. Kan enggak ada ... lho la ya,
tetapi... Yang profesional di bidang hukum.

152. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Saya pribadi setuju dengan Pak Seto. Jadi kualifikasi itu tidak, jadi sebentar Pak,
jadi bahasanya menjadi gini. Katanya ini biar cepat katanya, jadi tidak. pemilihan umum
diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
permanen, dan mandiri, yang anggotanya bukan anggota partai politik, titik saja.

153. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Atau selanjutnya diatur dengan undang-undang.

154. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Tidak usah.

155. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Yang kemarin sudah diangkat orang-orang yang untuk partai politik.

156. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ini kan sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan. Yang baru.

157. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Sebelas orang belum diangkat, saya aja belum ditanya.

158. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Sebetulnya pengertiannya, mandiri, bersifat nasional, permanen, mandiri dan
non partisan. Sebetulnya kan itu.

159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Orang pemerintah boleh? Orang pemerintah boleh?

160. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Mandiri, kalau dia bisa mandiri, keluar dari pemerintah.

161. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)
Mandiri bukan tidak selalu berarti...

162. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
.. satu, benar tadi Mbak.

163. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Ndak, itu dulu Pak Ali Masykur. Itu kan nasional, permanen, mandiri, itu kan
untuk lembaga, non partisan kan perorangan.
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164. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Ya itu, oleh karena itu, anggotanya...

165. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Yang anggotanya bukan partai politik.

166. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Kalau di Amerika justru dari partai politik. NEC itu tiga-tiga dari Republik,
Demokrat.

167. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Permanen itu non partisan. Tapi yang non permanen partai politik.

168. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Pimpinan, saya hanya ingin mengusulkan. Bagaimana kalau kita ganti kata komisi
itu dengan kata lain, karena komisi itu tendensinya, kecenderungannya non permanen,
harusnya permanen. Saya mengusulkan bagaimana kalau lembaga, sebuah lembaga
pemilihan umum. Huruf besar sebaiknya, lembaga pemilihan umum. Lembaga, bukan
komisi.

169. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Atau badan.

170. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Badan boleh. Lebih benar kalimatnya "ad hoc.” Jadi tidak bersifat tetap seperti
dipilih.
171. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Kalau saya cenderung komite, kalau saya usulnya komite nasional pemilihan
umum.

172. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
[tu nanti kan namanya, kalau kita, sepakat untuk badan atau komite, ini kan...tapi
nanti namanya apa?

173. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Lembaga pemilihan umum, saya kira lebih netral, tetapi kalau pakai badan...

174. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
LPU-nya Orde Baru lagi. LPU lagi.

175. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Badan pelaksana pemilihan umum lebih pas.

176. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Pemilihan umum, ya udah include itu. Sebetulnya komite.

177. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Yang benar adalah komite.

178. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Komite. kalau badan itu menjadi institusi kenegaraan.

179. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Permanen enggak, kalau komite?
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180. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Komite juga permanen.

181. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Badan garis miring komite.

182. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Badan garis miring komite, komisi juga bahasa Indonesia, komisi pemilihan
umum itu juga bahasa Indonesia. Oleh sebuah badan atau komite pemilihan umum
yang bersifat nasional, permanen dan mandiri yang anggotanya bukan dari, nah partai
politiknya itu, tadi kalau bukan pemerintah bagaimana?

183. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Yang dilarang hanya parpol.

184. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Pemerintah juga dilarang.

185. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
TNI bagaimana? TNI, TNI jangan deh, polisi saja....

186. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Enggak, ini yang anggotanya bukan, yang anggotanya yang tidak terikat pada...

187. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Kalau pelaksanaannya, kalau ini anggota ya, yang sekarang sebelas orang, kalau
nanti aparatnya misal dari birokrasi...dari partai politik bukan birokrasi.

188. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Lebih baik begitu. Ya tulis. dan birokrasi, setuju. Di undang-undang Pak. Ya hasil
itu nanti dibagi, nomor 6 dan nomor 7, tata cara dan macam-macam....

189. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang kemarin diminta kan ada pasal tentang partai politik. Di dalam pemilihan
umum, kemarin kan ada yang usul ada partai politik dan pemilihan umum. Tapi
akhirnya disetujui partai politik di sini bagian dari pemilihan umum. Jadi ada pasal
tentang partai politik.

190. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Jadi tadi diikuti partai politik, tadi sudah.

191. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Partai politik itu apa?

192. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Mengenai partai politik itu akan masuk kedalam bab tentang kebebasan
berserikat, diatur di situ. Tetapi di sini disebutkan partai politik peserta pemilu.

193. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dari kesimpulan lobi kemarin, begitu ya Pak Palguna, pada waktu itu, kita ingin
menetapkan siapa peserta pemilihan umum. Partai politik yang seperti apa? Enggak itu
kan hak berserikatnya itu partai politik. Jadi, tolong dicatat ya, catatan saya itu ada poin
di dalam bab pemilihan umum tentang partai politik. Tetapi tidak usah ada bab
pemilihan umum dan partai politik. Tetapi butir tentang partai politik itu ada kan?
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194. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Di catatan saya mengatakan tentang partai politik dibahas dalam kebebasan
warga negara untuk berserikat dan sebagainya.

195. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Kalau saya yang pertama, kesimpulan yang pertama, partai politik masuk dalam
sub bab pemiluy, yaitu sebagai peserta pemilu. Ini kan sudah disebutkan.

196. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Partai politik mana yang ikut pemilu itu, justru itu yang nanti menjadi
manipulasi.

197. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Kata Pak Seto tadi yang absah, yang memenuhi syarat tadilah. Itu dalam rangka
menjawab siapa yang menjadi, partai politik apa, siapa, yang bisa ikut pemilu.

198. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Nanti tolong dicatat ya. Dalam ingatan saya, diskusi kemarin yang panjang lebar
itu, setelah kami menarik diri, udalah ndak usah ada partai politik di bab itu, tetapi ada
ketentuan di pasal ini tentang partai politik peserta pemilu. Karena tidak semua partai
politik boleh ikut pemilu.

199. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Ya, bisa dipahami itu.

200. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
[tu nanti di anu Pak, di undang-undangnya

201. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saya diskusi di sini, malah saya mempertanyakan, saya ingat. Karena dalam
konteks apa partai politik masuk. Kalau dalam konteks cuma sebagai peserta pemily, ya
seperti ini. Tetapi kalau partai politik, ada kan usul, malah mau dijadikan sub heading
pemilu garis miring, saya katakan tidak bisa. Partai politik harus dalam substansi yang
lebih signifikan. Akhirnya kesimpulanya lari ke, nanti kita bicara tentang Pasal 28 itu.
Kalau dalam konteks Pak Soedijarto saya kira itu, tadi kita diskusikan, itu nanti dalam
undang-undang, syarat-syaratnya, apanya, segala macam itu.

202. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Asal di dalam Undang-Undang Dasar itu partai politik itu apa sebenarnya. Karena
yang kami lihat sekarang, itu maaf saja, berbagai gejolak ini, itu karena mereka tidak
merasa diwakili oleh partai politik yang ada. Dulu partai politik tidak sampai...

203. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Jadi harus ada pengertian partai politik Pak.

204. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Ya.

205. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Bukan di sini

206. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Undang-Undang Dasar. Nanti tolong dicatat, bahwa pengertian saja harusnya ada
di sini.
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207. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Coba saya ingin tanyakan. Kelaziman mencantumkan dalam konstitusi partai
politik itu ada enggak?

208. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada di Jerman, ada di Korea. Undang-Undang Dasar Jerman, saya bacakan,
undang-undang Korea ada. Di Korea bahkan dikatakan pemerintah bertanggung jawab
membiayai partai politik. Undang-Undang Dasar Korea.

209. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ya, tapi seperti ini, Pemilu juga diikuti oleh partai politik. Kualifikasinya kan
sama. Ketika bicara partai politik apa, saya pikir itu sudah common sense.

210. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada di Undang-Undang Dasar di Jerman. Partai politik itu adalah wujud kemauan
politik rakyat dan harus dikelola secara demokratis dan terbuka, sumber dana dan
pembiayaannya.

211. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Sampai hafal.

212. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)
Kalau Pasal 28 itu gimana?

213. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Saya kira kita kembali ke Pasal 28.

214. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Pemerintah bertanggung jawab membiayai partai politik.

215. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi gini Pak Soedijarto, kalau memang detail, itu ada restriks di dalam Undang-
undang Dasar. Tapi istilah partai politik dan kebebasan untuk berpartai, itu harus
dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita langsung ke, maaf Pak Soedijarto ya,
catatan itu. Dan sekarang kita keenam dan tujuh, susduk dan sebagainya diatur oleh
undang-undang. Sekarang yang keenam, hasil pemilihan umum disahkan oleh suatu
lembaga yang mandiri.

216. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Kecuali ada yang komplain terhadap hasilnya?

217. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, untuk yang keenam ada dua alternatif. Kemarin yang usul PKB satu, yang
kedua PBB, ya biar aja Pak. Alternatif pertama, tidak perlu ada lembaga yang
mengabsahkan dan diambil oleh KPU langsung.

218. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Enggak begitu Pak, Kalau terjadi komplain, siapa yang melakukan itu, Mahkamah
Agung, apa ini Mahkamah Konstitusi?

219. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Tidak, kemarin begini, kata-kata, Pak Asnawi kan tidak ikut ya? Ya di forum, jadi
eksplisit kok, harus ada lembaga yang mengabsahkan.
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220. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau saya menganggap, kemarin tidak begitu. Mendalam diskusinya. Menurut
saya, kalau setiap kali hasil pemilu harus diabsahkan oleh lembaga lain, itu lembaga
yang mengabsahkan memiliki harga diri yang tinggi, akibatnya mempersulit. Tapi kalau
memang ada sengketa masalah, baru di bawa ke situ.

221. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Ya, apabila terjadi sengketa terhadap keabsahan pemilihan umum, hasil
pemilihan umum...

222. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kan Mahkamah Agung diberikan kewenangan judicial review

223. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Jadi berarti PDIP juga setuju kan. Karena dengan sifat permanen dan mandirinya
KPU tanda titik sebenarnya dia sudah otomatis.

224. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Masalahnya begini, pemilu itu menang dan tidak menang, puas dan tidak puas.
Akibatnya kalau di buka begini orang pasti tetap akan naik. Kapan kepastian didapat
gitu lho? Kapan kepastian akan didapat wong kita dalam situasi kaya gini.

225. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ndak, gini gja.

226. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Pasti menimbulkan sengketa, yang tidak puas...

227. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa
Berarti bukan sengketanya Pak, pengabsahannya,

228. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Memang aslinya pengabsahannya.

229. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Jadi dua alternatif. Jadi hasil pemilihan umum, yang lama, “apabila terjadi
sengketa terhadap” hilang.

230. Pembicara: Harjono (F-PDIP)
Kemudian tergantung pada persoalan apa yang diberikan kepada KPU.

231. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Kalau KPU sudabh, hasil pemilihan umum. Alternatif pertama, Mbak. Tentang hasil
pemilihan umum, alternatif pertama tidak perlu disebutkan.

232. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Tidak perlu disahkan.

233. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Tidak perlu ada lembaga yang mengabsahkan. Diberi keterangan KPU, tidak perlu
ada lembaga yang mengesahkan, titik. Alternatif pertama, Mbak. Nomor 6 itu tentang
keabsahan, tentang hasil.

234. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Tentang hasil pemilihan umum tidak perlu ada yang mengesahkan.
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235. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Tulis! Masya Allah, atas, atas. Alternatif tentang, tentang keabsahan hasil pemilu.
Alternatif pertama tidak perlu ada lembaga yang mengabsahkan. Tetapi kalau tidak
ada, perlu lembaga yang mengabsahkan, salah juga.

236. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)
Saya kira begini, sebagai gambaran, hasil pemilu akan disahkan oleh suatu
lembaga yang mandiri. Alternatif dua ya, tidak perlu ada itu.

237. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Karena ada yang menginginkan Mahkamah Konstitusi, eksplisit. Alternatif dua,
ya, hasil pemilihan umum disahkan oleh suatu lembaga, suatu lembaga Mahkamah
Konstitusi. Hasil pemilihan umum disahkan Mahkamah Konstitusi.

238. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Lalu Mahkamah Konstitusi kita lihat di mana?

239. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Hasil pemilihan umum itu disahkan oleh Mahkamah Agung garis miring atau
dalam kurung Mahkamah Konstitusi. Kalau ada Mahkamah Konstitusi disahkan oleh
Undang-Undang Dasar, itu yang ditarik. Kalau memang MA itu enggak ada, akhirnya MA
gitu. Sama-sama di-bracket. Hasil pemilihan umum disahkan oleh Mahkamah Agung.
Sekarang Ayat (7), gimana Pak Andi, saya minta tolong. Susunan susduk, tata cara,
syarat, diatur undang-undang.

240. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Pak, ada dua masalah yang tolong yang mempunyai catatan koreksi mengenai
escape clausul tentang apabila.., tata kerja pemilihan umum..., pelaksanaan pemilihan
umum.., lima tahun bisa diterima itu undang-undang tidak boleh mengadakan
pemilihan yang tidak serentak...

241. Ketua Rapat: Ali Masykur Musa

Tadi ada dua alternatif di atas tadi. Sama Pak, nanti ngikutin Pak, Pak itu. Tata
cara pelaksanaan atau pelaksanaan.

Pelaksanaan pemilihan umum diatur, ditetapkan dengan ketentuan, biasanya
begitu. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan umum, itu kan macam-
macam. Kalau lebih lanjut ndak usah bagaimana., ketentuan tentang pemilihan umum,
lebih lanjut ya. Yang ahli hukum lah, saya kan...

242. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Pak Ketua, kita tahu bahwa MPR bukan pemegang kekuasasan tertinggi, ada hal-
hal yang harus ditanyakan pada rakyat, yang menyangkut MPR dan teknisnya, mau di
mana ini diatur.

243. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ini dengan rumusan seperti ini, peserta pemilihan umum partai politik dan
perorangan...jadi boleh partai politik dan perseorangan

244. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Andi, atas kejeliannya, senangnya cari yang jelimet-jelimet, yang
kecil-kecil ini. Dan atau nya sudah benar Pak? Enggak usah, kalau sekarang udah
enggak. Mulai hari ini, oke nanti itu ahli bahasa. Oke, dengan demikian
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, rumusan sementara, rumusan kesepakatan kita pada hari
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ini, tentang pemilihan umum sudah selesai. Moga-moga ini mendapatkan berkah dan

baik untuk kepentingan bangsa dan negara, atas perhatiannya saya ucapkan terima

kasih, atas segala kekurangan saya memimpin saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassaalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
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2. RAPAT KE-39 PANITIA AD HOC1 BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari :  Selasa
2. Tanggal :  6]Juni 2000
3. Waktu :  10.00-11.30WIB
4, Tempat :  Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I : - Drs.Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua)
- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6. Ketua Rapat :  Drs.Jakob Tobing, M.P.A.
7. Sekretaris Rapat :  Drs. Aip Suherman
8. Acara :  Pembahasan tentang Pemilu
9. Hadir :  360rang
10. Tidak hadir :  90rang
JALANNYA RAPAT:
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Panitia Ad Hoc | yang saya hormati, sampai jam ini telah hadir 27 Anggota Panitia
Ad Hoc 1 dari delapan fraksi. Oleh karena itu, sudah sangat cukup untuk kita memulai
Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I pada hari ini. Dengan demikian maka kami dengan resmi
mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, membuka rapat pleno pada hari
ini dan akan berlangsung sampai nanti siang.

Dengan ini rapat pleno kami buka.

KETOK 1 X

Sebelum melanjutkan dengan mata acara pokok pada hari ini, ada beberapa hal
yang kami ingin sampaikan atau juga tawarkan termasuk yang menyangkut agenda kita
pada hari ini.

Pertama, adalah mengenai agenda pada hari ini. Pada waktu fraksi-fraksi
menyampaikan pandangannya, kita mencatat bahwa ada fraksi yang juga mengajukan
pokok-pokok atau materi baru yang diharapkan menjadi bagian daripada Undang-
Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen. Selanjutnya pada waktu kita melakukan
lobi, itu disepakati bahwa materi baru khususnya yang menyangkut atau diinginkan
atau dipertimbangkan untuk menjadi bab baru, itu akan dikumpulkan dan disisipkan
pada bagian yang relevan maka pada hal ini salah satunya adalah yang menyangkut
pemilihan umum.

Pada waktu kita membicarakan pandangan fraksi-fraksi pada umumnya, fraksi-
fraksi berbicara tentang perlunya pokok-pokok pengaturan tentang pemilu itu ada di
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian juga disepakati bahwa masalah ini
mengenai pemilu ini, kiranya dapat dicantumkan dan oleh karena itu dibahas setelah
kita selesai melakukan pembahasan yang menyangkut lembaga hasil pemilihan umum.
Kemarin hari Rabu dan tadi itu, kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan
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Dewan Perwakilan Daerah dan dengan demikian kelihatannya semua yang menyangkut
lembaga perwakilan hasil pemilihan umum untuk tahap sekarang itu sudah selesai
dibicarakan. Oleh karena itu, hal yang menyangkut pemilu seyogyanya memang
dibicarakan pada kesempatan ini. Itu pun tentunya, walaupun itu lobinya demikian
kalau pleno ini menyetujui dan selanjutnya sesudah itu, baru kita akan masuki kepada
yang menyangkut keuangan. Untuk itu kami ingin menawarkan kepada kita semua
kepada pleno ini, apakah kita bisa mulai membicarakan materi pemilihan umum pada
kesempatan ini, bisa, setuju?
Terima kasih.

KETOK 1 X

Selanjutnya untuk nanti pada lobi, kami juga mengajak fraksi-fraksi untuk
mempertimbangkan beberapa hal terutama mengenai legal drafter. Jadi, sudah cukup
banyak materi yang terkumpul dan kiranya sudah waktunya juga mulai disusun dalam
bahasa hukum, supaya nanti tidak terburu-buru nanti pada waktu sinkronisasi. Dan
kami memang sudah meminta kepada Sekretariat Jenderal untuk mempersiapkannya,
dan ini kami maksudkan supaya bisa dimulai, apakah hari ini atau secepat mungkin
begitulah. Ini pun kami meminta persetujuan dari kita semua.

Sehubungan dengan itu pula dan mengingat banyaknya materi serta ternyata
waktu yang diperlukan untuk lobi dan terutama perumusan itu ternyata panjang,
sementara kita tidak bisa memperpanjang waktu, kalau kita berpegang kepada
keputusan atau isi Ketetapan Nomor IX tentang Perubahan. Selanjutnya daripada
Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya sampai dengan 18 Agustus, kelihatannya juga
nanti dengan lobi kami mengharapkan kita perlu mencari, kalau bisa ditemukan cara
yang lebih efisien dari sisi waktu.

Jadi, dalam hal ini sambil kita berbincang-bincang kiranya nanti sudah bisa
dipikirkan, gimana cara kita untuk melakukan penyelesaian hal-hal yang sudah kita
bahas terutama pada tingkat lobi, sehingga perumusannya itu bisa lebih cepat.

Sering yang terjadi di dalam perumusan adalah Lobi Tingkat II. Jadi, bukan
perumusan. Jadi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita pikirkan, tidak usah pada forum
ini, tapi nanti dan kami sengaja menyampaikan ini supaya kita sempat berpikir-pikir
gimana baiknya. Itulah hal-hal yang kami ingin sampaikan dan tadi ada dari Bapak Andi
Mattalatta, ada yang ingin mohon penjelasan lebih lanjut, kami persilakan Pak Andi.

2. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Apakah dengan membahas pemilu secara tersendiri ini, kita berasumsi bahwa
pemilu memiliki bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar...7 Belum selesai Pak.

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Itu termasuk yang harus diicarakan. Jadi kita sepakat nanti bagaimana begitu.

4. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Jadi belum ada kesepakatan.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Belum, tapi materi ini dibahas pada sesi ini, begitu.

6. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)
Terima kasih penjelasannya sangat menyenangkan.
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7. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, tanggapan Anda juga amat menyenangkan. Dengan demikian
karena ini hanya untuk tambahan informasi dan kita tadi setuju mengenai materinya,
kami akan mengundang fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai
materi pemilu ini, termasuk perlu tidaknya apakah ini satu bab atau tidak satu bab
begitu. Yang dahulu, pada Rabu yang dulu adalah Pak Zain Badjeber. Jadi, sekarang itu
adalah Fraksi Reformasi dan kami persilahkan nanti akan dilanjutkan oleh PBB,
demikian seterusnya. Kami persilahkan Pak Luthfj, juru bicara Fraksi Reformasi.

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan.

Jadi, ini sudah dibacakan tetapi saya ulang lagi saja karena ada penyempurnaan.
Jadi, kami berpendapat bahwa sesudah ini kita masuk ke Bab Keuangan. Jadi, sebelum
Bab Keuangan, semua hal yang urusannya dengan DPR, DPD, dan pemilu, ini kita
selesaikan. Perkara bab tersendiri atau tidak, saya tidak begitu prinsipil, tapi rasanya
kalau boleh milih barangkali digabung jadi satu saja, satu bab.

Pemilu ini yang dimuat di sini adalah dasar-dasarnya saja yang perlu dimasukkan
supaya jangan ada pemelintiran di tempat-tempat lain, yang akan datang dan dalam
pemilu ini kan akan mencakup masalah pemilihan DPR, pemilihan DPD termasuk DPRD
dan sebagainya, dan juga pemilihan kalau nanti akan langsung pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Jadi, tentu secara detailnya nanti akan ada UU yang mengatur lebih
rinci, tetapi apa yang ada di dalam pemilu ini harus sudah jelas merupakan patokan
yang harus diikuti, saya akan bacakan saja judulnya adalah “Pemilihan Umum”:

Ayat (1):

“Pemilihan umum pada dasarnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali.”

Ayat (2):

"Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden.”

Ayat (3):

"Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.”

Ayat (4):

"Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak.”

Ayat (5):

"Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan dengan undang-undang.”

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Luthfi, juru bicara Fraksi Reformasi. PBB belum datang, kami
akan lanjutkan Daulatul Ummah juga belum datang, KKI belum datang masih di
Jayapura, PDKB tadi permisi sebentar tanda tangan. Berikutnya, kami akan
mempersilahkan dari Fraksi TNI/Polri, kami persilahkan Pak Hendi Tjaswadi, silakan
Pak.
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10. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Jadi, dari kami mengenai pemilu, ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
pemilu ini adalah merupakan tonggak dalam kehidupan bernegara sehingga Pemilu ini
perlu sekali dimasukkan di dalam UUD. Apakah itu suatu bab tersendiri mengenai
pemilu atau dalam pasal, saya kira kami tidak keberatan dan ini semua hal yang terkait
dengan DPR, Utusan Daerah, dan DPRD memang perlu terkait dengan pemilu. Jadi,
memang perlu ada.

Namun di dalam pemuatan di dalam pasal atau bab tersebut, hanya pokok-
pokoknya saja tidak perlu terperinci. Di sini terkait dengan jangka waktu, katakanlah
lima tahun. Namun demikian, perlu dibuka peluang jangan sampai hanya lima tahun
dan tidak ada yang lain. Jadi, lima tahun sehingga harus diubah lagi kalau misalnya
suatu saat dilaksanakan pemilu yang memang diperlukan. Oleh karena itu, jangka
waktu lima tahun ini hanya ancer-ancer saja. Namun demikian, bisa dibuka peluang
untuk dilaksanakannya suatu pemilu lain. Apakah itu pemilu yang tidak lima tahun
ataukah pemilu lokal? Katakanlah provinsi perlu mengganti utusan daerahnya atau
katakanlah suatu provinsi perlu memilih gubernurnya, atau suatu kabupaten perlu
memilih bupatinya dan lain sebagainya. Ini sebagai antisipasi saja kita belum bicara
mengenai pemilihan langsung dari gubernur, bupati, dan Presiden tetapi antisipasi dan
hingga peluang ini perlu dibuka.

Kemudian mengenai sifat distrik atau proporsional, saya kira tidak perlu
dicantumkan di sini. Jadi, kita tetap saja netral sebagai suatu pemilu. Kemudian
mengenai hak memilih dan dipilih, kita masukkan saja di dalam hak warga negara atau
hak asasi manusia. Jadi, di sini hanya penyelenggaraan pemilu itu sendiri, asas-asas
pemilu dan kemudian barangkali mekanisme penyelenggara dan lain sebagainya.

Saya kira demikian Pimpinan dari kami, terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Hendi, juru bicara Fraksi TNI/Polri. Berikutnya kami undang
juru bicara Fraksi Utusan Golongan Ibu Valina, kami persilakan.

12. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang, anggota PAH I yang saya hormati.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sejak awal kami berpendapat bahwa memang pemilihan umum itu mesti masuk
di dalam konstitusi, tidak hanya pemilihan umum menurut fraksi kami, tetapi juga
partai politik pun harus secara eksplisit diatur di dalam, disebutkan dan diatur di dalam
konstitusi kita. Oleh karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah tiangnya
demokrasi dan bagi negara yang menganut sistim demokrasi konstitusional maupun
perwakilan maka memang partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam
melaksanakan perwakilan rakyat itu.

Jadi, tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila
kita tidak punya partai politik. Dan kalau kita mempelajari konstitusi negara lain pun
juga memang partai politik itu disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, dengan
tujuan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak politik rakyat dan dengan tujuan
untuk memberikan kemungkinan untuk didirikannya partai politik yang dapat
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menjamin kehidupan politik yang demokratis.

Jadi, kami setuju kalau bab mengenai pemilihan umum ini masuk ke dalam bab
tersendiri, usul kami adalah judul Bab-nya adalah “Pemilihan Umum dan Partai Politik”,
saya bacakan ada empat ayat yang kami usulkan di sini.

Ayat (1):

“Pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan lima tahun
sekali secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat
di dalam DPR, DPD dan DPRD.”

Karena belum diputuskan pemilihan Presidennya langsung atau tidak langsung,
jadi kami tidak sebutkan di sini yang benar-benar mampu mewakili aspirasi dan
kepentingan rakyat.”

Ayat (2):

“Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti
oleh partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon-
calon dari partai politik dan perorangan yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (3):

“Partai politik peserta pemilu harus benar-benar merupakan wujud kemauan
politik rakyat dan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dari segala lapisan
masyarakat, memiliki organisasi yang dikelola secara demokratis, terbuka dalam
pendanaan dan asasnya tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4):

“Tokoh masyarakat atau perorangan yang ikut di dalam pemilu calon anggota
DPD harus memiliki integritas pribadi, tidak pernah mengkhianati negara, bangsa
Indonesia serta memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh.”

Demikian dari Fraksi Utusan Golongan.

Terima kasih. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Valina, juru bicara Fraksi Utusan Golongan. Berikutnya kami
akan undang juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami
persilahkan Pak Hobbes Sinaga.

14. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Setiap negara yang menganut paham demokrasi tidak ada cara pengisian
keanggotaan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis selain melalui pemilihan
umum. Diantara beberapa cara pengisian yang dikenal dalam teori hanya pemilihan
umum lah yang bernilai demokratis. Pemilihan umum adalah penyambung antara
kedaulatan yang ada di tangan rakyat dengan lembaga perwakilan rakyat. Dengan
demikian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Mengingat pentingnya arti pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi. Kami,
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dalam perubahan Undang-Undang Dasar
1945 dimasukan bab tersendiri tentang pemilihan umum yang tidak terdapat di dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Memang sangat unik. Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang
berkedaulatan rakyat dan mempunyai lembaga perwakilan rakyat, tapi tidak mengatur
tentang pemilihan umum.
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Dengan tidak diaturnya pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar maka
pelaksanaan pemilu di Indonesia selama ini diatur dalam undang-undang yang lebih
banyak menguntungkan penguasa. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,
pemilihan umum haruslah dilakukan secara jujur dan adil. Pemahaman bahwa
kedaulatan rakyat yang diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara berada di
tangan rakyat mungkin hanya utopia. Karena di dalam pernyataan hanya pada waktu
pemilihan umum itulah rakyat secara langsung dapat menyatakan kedaulatannya.

Pemilihan umum dilakukan untuk semua tingkat lembaga perwakilan yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Tidak ada lagi penunjukan, rotasi, dan pengangkatan, kecuali terhadap
kelompok yang disepakati oleh Sidang Umum MPR yang akan datang. Untuk menjamin
keadilan dan kejujuran pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang independent, baik di pusat maupun di daerah, dan anggotanya bukan
anggota aktif partai politik peserta pemilu.

Pemilihan umum dilaksanakan secara serempak baik untuk DPR, DPD dan DPRD
yang waktunya ditetapkan oleh MPR. Prinsip pemilihan one man one vote secara
nasional. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah sama untuk setiap daerah yang
kami mengusulkan pada kesempatan yang lalu adalah dua orang untuk setiap daerah.
Demikian beberapa hal yang kami anggap penting untuk dikemukakan dan selanjutnya
kami mengajukan usul mengenai Bab VIII tentang Pemilihan Umum.

Ayat (1):

"Untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur,
adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak diseluruh wilayah Republik
Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Ayat (2):

"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, permanen, mandiri dan anggota-anggotanya mempunyai kemampuan
yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum.”

Ayat (3):

"Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun atau menurut waktu yang
ditetapkan oleh MPR.”

Ayat (4):

"Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang telah pernah
menikah terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang mempunyai hak memilih.”

Ayat (5):

"Daerah pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Daerah Tingkat I atau provinsi.”

Ayat (6):

"Calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diajukan oleh partai -partai politik peserta pemilihan umum.”

Ayat (7):

"Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah diajukan oleh partai-partai politik
peserta pemilihan umum dan atau oleh kumpulan perorangan.”

Ayat (8):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan partai politik peserta
pemilihan umum tentang pemilihan dan susunan Dewan Perwakilan Daerah ditentukan
dengan undang-undang.”
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Demikian, terima kasih.

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Saudara Hobbes Sinaga, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Golkar,
silakan Pak Andi Mattalatta.

16. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Saudara Pimpinan, para
anggota PAH I yang kami hormati.

Kami dari Fraksi Partai Golkar memandang urusan pemilu ini adalah urusan yang
penting dan itu kami pun sepakat kalau hal ini disinggung di dalam konstitusi kita.
Hanya Fraksi Partai Golkar memandang pemilu ini sebagai sebuah instrumen
transformasi kedaulatan rakyat, dari rakyat terhadap lembaga yang dia pilih untuk
mewakili dia. Dari rakyat terhadap lembaga yang dia tugasi untuk mengurus dia. Dan
dari rakyat terhadap hal-hal yang harus dia pilih tentang sesuatu hal.

Jadi, kami memandang bahwa pemilu ini adalah instrumen untuk menyatakan
sikap baik memilih orang untuk mewakili dia, memilih orang untuk ditugaskan kalau
nanti kita sepakat Presiden dipilih langsung, maupun untuk memilih sikap karena
adanya pilihan tertentu seperti referendum, misalnya.

Berdasarkan itu, dengan menitikberatkan bahwa pemilu ini adalah sebuah
instrumen maka Fraksi Golkar memandang hendaknya pemilu diatur sebagai aksesoris
terhadap kegiatan-kegiatan itu. Kalau dia merupakan instrumen untuk memilih
wakilnya, kita tempatkan dia dalam proses pemilihan wakil rakyat. Kalau kita pandang
dia sebagai instrumen untuk mewakili lembaga yang akan ditugasi untuk mengurus dia,
misalnya memilih Presiden, memilih gubernur diatur di situ. Kalau kita pandang pemilu
sebagai instrumen untuk menyatakan sikap tertentu, kita atur pada hal-hal itu.

Berdasarkan itulah maka kami dari Fraksi Partai Golkar memandang urusan
pemilu tidak perlu ditetapkan dalam satu bab, karena terpencar pada berbagai
konstitusi yang barangkali sistem dan prinsipnya berbeda. Ada hal-hal yang mungkin
menganut prinsip proporsional memilih partai, tetapi ada juga yang memilih orang
misalnya Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kita sepakat mengenai pemilihan Presiden
secara langsung, itu akan memilih orang yang barangkali sistem dan prinsipnya
berbeda. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai referendum tentu sangat berbeda.

Satu-satunya prinsip yang sama untuk ke semua jenis ini adalah siapa
penyelenggara. Kami juga setuju usul dari beberapa fraksi untuk mencantumkan
penyelenggara pemilu ini, hendaknya disinggung di dalam konstitusi sehingga public
accountability-nya nanti bisa kita uji, sasaran kemarahan kita terhadap absah dan tidak
absahnya sebuah pemilu juga akan semakin jelas aturannya kalau diatur dalam
konstitusi.

Demikianlah pandangan awal dari Fraksi Partai Golkar. Kami terbuka untuk
melaksanakan diskusi mengenai hal ini, terima kasih Saudara Ketua, lebih dan
kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatubh.

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, Pak Andi. Juru bicara Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami
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mengundang juru bicara Fraksi PPP Pak Ali Hardi, kami persilakan.

18. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketika kita melakukan pembahasan dari awal maka sesungguhnya pada
pembahasan Bab I, Fraksi PPP telah memasukkan sebuah ayat yang berbunyi:

“Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam perwakilan yang dipilih melalui pemilihan
umum yang jujur dan adil serta bebas dan rahasia.”

Dengan pengertian bahwa implementasi dari pada kedaulatan rakyat itu harus
diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum yang selama ini secara eksplisit tidak ada
di dalam Undang-Undang Dasar.

Namun di dalam pembahasan kita pada Bab I, itu perlu ada kesepakatan bahwa
prinsip pemilu itu sudah diterima, sekarang tinggal penempatannya ke mana? Ketika
kita melanjutkan kepada bab-bab selanjutnya mengenai MPR, mengenai Presiden,
mengenai DPR, mengenai Dewan Perwakilan Daerah bahkan nanti kita akan
membicarakan mengenai DPRD . Di sana semua telah memuat ayat-ayat, pasal maupun
kalimat yang bersangkutpaut dengan pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, timbul permasalahan kita. Apakah semua yang berkaitan dengan
pemilu yang telah kita gunakan pada bab-bab terdahulu itu kita tarik kembali untuk
kita himpun dalam satu bab atau kita biarkan pemilu itu tersebar dalam bab-bab yang
ada. Karena di sana kita akan melihat pemilihan umum itu, pertama pemilu itu
merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Yang kedua, bahwa pemilu itu dilaksanakan sekurang-kurangnya lima tahun
sekali dan oleh ada pengecualian sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam
perkembangan kehidupan bernegara ataupun yang terjadi dalam kehidupan demokrasi
di daerah.

Yang ketiga, bahwa pemilu itu dapat dilakukan untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam satu paket. Untuk memilih anggota DPR, untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Kemudian mengenai tata cara penyelenggaraan pemilu maka hemat kami itu
dilimpahkan saja kepada undang-undang, karena biarlah masalah pokok yang kita
tuangkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Sehingga kita hanya perlu melihat apakah
semua aturan yang berkaitan dengan pemilu telah kita berikan kompetensi untuk
pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Itu yang perlu kita cermati.

Jadi, inilah prinsip-prinsip dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan
tidak membatasi pada bab atau pasal dalam pemilu itu, tapi mari kita lihat secara
komprehensif dari apa yang sudah kita bahas dan apa yang akan dibahas, kemudian
sampai sejauh mana relevansinya. Perlukah itu menjadi bab ataukah biarlah dia
tersebar dalam pasal-pasal, tapi kemudian nanti ada satu kunci keluarnya untuk
diberikan kompetensi kepada undang-undang di dalam mengelaborasikan prinsip-
prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Demikian. Wassalaamu "alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa ‘alaikumus salam.

Terima kasih, Pak Ali Hardi. Juru bicara Fraksi PPP. Selanjutnya kami persilahkan
juru bicara F-PKB, Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.
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20. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Barangkali kita memiliki pandangan yang sama bahwa pemilu ini akan kita
jadikan gerbang bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan demokratisasi yang sudah
menjadi komitmen kita. Oleh karena itu, pembahasan kita di lobi dan perumusan-
perumusan yang sudah disepakati, banyak hal yang nampaknya cenderung untuk
dilakukan dengan pemilihan langsung. Oleh karena itu, kami mengusulkan bahwa
pemilu ini dijadikan bab tersendiri, hanya permasalahannya, apakah hanya akan
menjadi bab “payung” atau bab “alas.”

Jadi, kalau bab "payung” itu diletakkan sesudah kedaulatan. Kalau dijadikan “alas”
berarti sesudah pembahasan lembaga-lembaga, lalu ditutup dengan bab itu yang secara
tersendiri. Saya kira untuk menggambarkan bahwa instrumen itu memang sesuatu
yang sangat penting dan ternyata meliputi banyak sekali bagian-bagian yang ada di
dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam kaitan dengan ini maka materi yang kita usulkan untuk mengisi Bab
Pemilu itu, pertama yang menyangkut wilayah dari pemilu itu. Bahwa ada pemilihan
umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak, secara
nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota
DPR, anggota DPD dan anggota DPRD I, atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional
dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali.

Yang berikutnya, dalam kaitan wilayah ini. Akan ada pemilu yang dilaksanakan
untuk pemilihan gubernur, bupati, dan atau walikota. Yang itu tentu waktunya tidak
bisa ditetapkan karena menyangkut masa bakti dari masing-masingnya.

Yang ketiga, menyangkut tentang prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak
yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, dilaksanakan dengan prinsip jujur,
adil, langsung, umum, bebas, rahasia.

Yang berikutnya, yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang melaksanakan.
Saya kira kita sudah mengambil keputusan kemarin dalam undang-undang, dalam
revisi itu bahwa kita sepakat semua fraksi menetapkan adanya KPU yang mandiri yang
profesional, yang non partisan, dengan penjelasan yang sudah disepakati juga, makna
dari non partisan itu. Kaitan dengan itu berarti Pemilu dilaksanakan yang bersifat
nasional oleh lembaga itu, baik yang nasional maupun yang lokal, baik mekanisme dan
selanjutnya akan diatur dalam undang-undang.

Lalu yang ingin kami tambahkan, karena banyak kasus hasil-hasil Pemilu itu
dimasalahkan, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, harus ada kejelasan
tentang lembaga yang mengesahkan hasil dari pemilu itu. Apakah penyelenggaranya
atau siapa, itu saya kira diperlukan untuk ada. Karena kita saja ternyata tidak disahkan
oleh KPU dulu, akhirnya yang mengesahkan Presiden. Di daerah-daerah itu banyak
persoalan yang saya kira sampai sekarang masih ada sisa-sisa anggota DPRD yang
belum disahkan dan sebagainya. Mungkin itu terjadi karena ketidakjelasan dari
lembaga pengesahan atau ketidak legitimasi-an dari lembaga itu.

Rasa-rasanya hal ini juga perlu mendapatkan aturan yang pasti dan terakhir saya
kira substansi ini bisa terdapat di Undang-Undang Dasar, tetapi juga sebagai aturan-
aturan yang lain. Aturan-aturan yang lain itu juga nanti masih bermasalah juga karena
kita DPD dan DPR itu belum sepakat begitu. Apakah DPD itu mempunyai kewenangan
legislasi sama dengan DPR, karena dalam diskusi terakhir tadi, kita tidak jelas apakah
kita ini mau unikameral atau bikameral. Saya mengusulkan dikompromikan saja
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namanya binicameral.
Sekian saja terima kasih.

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Yusuf Muhammad, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa, berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang, Pak
Hamdan Zoelva. Kami persilakan.

22. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya minta direkam saja. Karena Saya tidak menyiapkan usulan tertulis karena
hal ini saya pikir membahas masalah keuangan. Jadi, saya tidak tulis khusus masalah
pemilihan umum ini.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami setuju bahwa pemilihan umum itu
adalah sebuah proses dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam
pembahasan kita, dalam bab-bab yang lain yang sudah kita lewati, kita mengenal
banyak sekali pemilihan yang akan kita lakukan. Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, yang dalam hal ini dibicarakan cara pemilihan Presiden secara langsung.

Kemudian yang kedua, ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang ketiga, adalah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Ada pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan kita juga sebagian besar sudah setuju, walaupun ada
juga yang belum, masalah pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang dipilih
langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan.

Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang
harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak diseluruh Indonesia. Tentunya
tidak mungkin Iah seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain,
dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai
macam pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan
masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.

Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan
tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih
itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan
langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang
mungkin bisa berbeda.

Kemudian yang kedua, kami dalam bab yang pertama sudah mencantumkan
bahwa anggota MPR adalah terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi, sebagai bagian dari proses
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Dewan. Kami
setuju saja untuk diatur masalah pemilihan umum ini, dalam satu bab yang khusus,
dengan pertimbangan ada suatu yang tidak bisa kita cantolkan dalam pasal yang lain,
mengenai pemilihan umum ini. Yaitu masalah lembaga yang melaksanakan pemilihan
umum. Tentunya lembaga yang melaksanakan pemilihan umum ini harus kita atur
dalam suatu pasal yang tersendiri.

Jadi, saya setuju, tadi juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang
lain bahwa lembaga yang melaksanakan pemilihan itu adalah berbentuk suatu komisi
pemilihan umum yang sifatnya independent, dan mandiri. Lalu tentunya lembaga ini
sifatnya permanen yang mempunyai masa jabatan yang tertentu. Organisasi KPU ini
secara lengkap diatur di dalam undang-undang mengenai pemilihan umum, kita atur
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dalam undang-undang, tapi secara garis besar kita atur dalam Undang-Undang Dasar
kita ini.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yus tadi,
bahwa siapa yang menetapkan keabsahan suatu hasil pemilihan umum. Kami berfikir
bahwa pada bab yang lain kami usulkan bahwa ada sebuah lembaga yang namanya
Mahkamah Konstitusi yang memutuskan masalah ketatanegaraan. Oleh karena itu,
kami usul sekaligus dalam kesempatan ini bahwa mengesahkan hasil pemilihan umum
itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Wa’alaikumus salam.

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang.
Berikutnya PDU belum hadir. Kami persilahkan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi
Kasih Bangsa, PDU belum datang. PDU minta ijin. Jadi resmi minta ijin, kami persilakan
Pak Seto Harianto.

24. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih. Saudara Pimpinan, Saudara-Saudari sekalian.

Kami berpendapat bahwa pemilihan umum pada dasarnya merupakan
perwujudan kedaulatan rakyat yang utama dan pertama, karena itu hal-hal yang
penting dan mendasar yang menentukan jalannya suatu pemerintahan negara, harus
diselenggarakan atas dasar pemilihan umum. Meskipun demikian, di dalam Undang-
Undang Dasar, kami juga berpendapat bahwa cukup diatur yang prinsip dan strategis
saja, sedangkan yang bersifat teknis itu bisa kita tuangkan di dalam undang-undang
mengingat persoalan pemilihan umum demikian luas dan rumit yang sulit untuk
dijabarkan keseluruhannya di dalam Undang-Undang Dasar.

Antara lain yang kami ingin usulkan, yang tidak masuk di dalam pasal tetapi nanti
akan dituangkan dalam undang-undang adalah bahwa pemilihan umum bisa dilakukan
dengan dua alternatif. Yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan
DPD.

Yang kedua, bisa sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu
pemilihan umum. Atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipisah di dalam suatu
pemilihan umum tersendiri.

Dalam kerangka itu, kami juga mengusulkan bahwa pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR seyogyanya dilakukan dalam sistem distrik. Sedangkan untuk
memilih anggota DPD dilakukan dengan sistem proporsional di tingkat provinsi. Secara
ringkas kami ingin sampaikan bahwa dalam Bab tentang Pemilihan Umum ini, hanya
terdiri dari tiga pasal yang pokok. Yang pertama adalah:

"Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang tertinggi
diselenggarakan sedikitnya sekali dalam lima tahun dengan aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.”

Pasal berikutnya:

"Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR atau
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diikuti oleh partai politik yang sah, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal yang ketiga:

"Pemilu yang diadakan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh
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perorangan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini persoalan menurut aturan, menurut aturan ini nanti bisa diseragamkan
artinya tidak selalu harus demikian apabila sudah disepakati.

Ini bentuk alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua pada pasal kedua dan
ketiga itu berbunyi:

"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil
Presiden menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Dan pasal berikutnya:

"Pemilihan umum diikuti oleh partai politik yang sah dan perorangan menurut
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Jadi ini bentuk usulan kami tentang pasal -pasal tentang pemilihan umum.

Sekian dan terima kasih.

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto Harianto dari juru bicara Partai Demokrasi Kasih Bangsa.
Kelihatannya rekan kita anggota PAH I dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia juga
berhalangan hadir pada kesempatan ini dan dengan demikian maka dari seluruh fraksi
yang hadir pada siang hari ini semua telah menyampaikan usul-usul konkritnya khusus
yang menyangkut materi pemilu.

Seperti telah kita sepakati maka berikutnya kita akan langsung masuk kepada
lobi ya? Jadi, tidak lagi kepada tanggapan-tanggapan, untuk lebih efisien menggunakan
waktu dan efektif. Namun untuk itu, kami mencoba untuk membuat sebuah catatan
untuk meringkaskan pokok-pokok materi yang disampaikan atau dibicarakan oleh
fraksi-fraksi.

Yang pertama adalah semuanya bersepakat bahwa mengenai adanya ketentuan
mengenai tentang pemilu itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah
diamendemen nanti.

Kemudian bentuknya ada dua pendapat.

Pertama, adalah yang mengusulkan pemilu dalam bab tersendiri. Dan dalam hal
ini ada satu varian yang mengusulkan supaya judul itu sekaligus ditambah dengan
partai politik.

Dan varian yang kedua, adalah biarkan ini tersebar di berbagai bab dan pasal di
dalam Undang-Undang Dasar.

Yang ketiga, semua juga sepakat dimana pun tempatnya supaya itu mencakup
pokok-pokoknya saja termasuk prinsip luber, jurdil sedangkan uraian selanjutnya, itu
diarahkan ke Undang-Undang Pemilu.

Mengenai untuk apa pelaksanaan pemilu, kelihatannya dua pola. Yang satu adalah
pemilu dalam hal ini untuk semua saja. Apakah untuk DPR, DPRD, DPD, Presiden,
gubernur, bupati, walikota. Ada yang berpendapat bahwa yang di sini adalah yang
menyangkut perwakilan rakyat. Jadi, DPR, DPRD kemudian DPD. Sedangkan seandainya
dia disepakati adanya sistem pemilihan Presiden dan kepala daerah langsung, itu
tersendiri.

Dan di sini ada yang menambahkan dibuka suatu tempat bagi referendum atau
jenis-jenis ini, termasuk plebisit barangkali maksudnya. Semua juga sepakat bahwa ada
regularity, yaitu lima tahun sekali tetapi semua juga mengatakan perlu ada flexibility
tertentu untuk mengantisipasi keadaan. Ada yang mengatakan itu lima tahun sekali dan
apabila ditetapkan oleh MPR. Tetapi juga ada yang menambahkan barangkali
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diperlukan ketentuan apabila misalnya anggota DPD lowong antar waktu. Jadi, ada
pemilu lokal atau pemilu sela.

Hal lain adalah bahwa pemilu ini dilakukan serentak untuk yang bisa serentak.
Selanjutnya disebutkan bahwa ada yang menyebutkan pentingnya disebut wilayah atau
daerah pemilihan untuk DPR dan DPD adalah provinsi. Ada yang perlu menyebutkan di
sini bahwa setiap provinsi memiliki dua orang wakil di DPD, saya rasa ini masuk di
urusan DPD.

Yang kemudian juga disebutkan adalah bahwa pelaksananya perlu disebut yaitu
sebuah, itu bukan namanya, tetapi sebuah klasifikasinya, sebuah komisi pemilihan
umum yang bersifat permanen, mandiri, nasional. Kemudian juga diperlukan, ada yang
mengusulkan perlu secara jelas disebutkan lembaga yang mengesahkan hasil pemilu.
Dan ada yang menyambung ini dengan yaitu Mahkamah Konstitusi. Apakah ini untuk
semua tingkatan, nanti kita lihat. Itulah hal-hal yang kami catat. Ada hal yang lain lagi
yaitu ada yang menghendaki supaya pada Undang-Undang Dasar ini secara jelas
disebutkan apabila itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rakyat yang diwakili maka
prinsipnya adalah one man one vote. Ada yang menghendaki distrik. Apabila ini yang
menyangkut Dewan Perwakilan Daerah maka ada yang menghendaki prinsip equal
representation for every province karena nilai wilayahnya sama.

Untuk yang kedua tadi, tidak ada yang mempermasalahkan tapi untuk yang
pertama, untuk perwakilan rakyat, ada yang menghendaki karena rakyat hak politiknya
sama maka one man one vote, tapi ada yang menghendaki supaya itu distrik begitu.

Saya rasa itu yang bisa kami catat, sebagai catatan dan ini bukan kesimpulan dari
pleno tapi catatan untuk mempermudah nanti teman-teman yang melakukan lobi.

Selanjutnya, kami mengingatkan kembali, bahwa di dalam lobi nanti, kami
mengharapkan nanti kita datang dengan pemikiran, bagaimana kita meningkatkan
kinerja kita agar dapat mengejar waktu yang begini pendek khususnya dalam rangka
drafting. Jadi, ada dua soal mengenai legal drafter dan mengenai bagaimana Kkita
membahas, bagaimana selanjutnya untuk lobi dan perumusan.

Kalau tidak ada lagi maka kami menawarkan untuk kita bertemu kembali jam
13.00 WIB. Lobi maksudnya, lobi di ruang Samithi II. Ruang apa Pak? Ruang Sasmita
artinya penuh dengan kesasmitaan, bisa disepakati demikian? Baik, dengan demikian
rapat ini kami akhiri dan kita jumpa kembali dan dengan demikian besok adalah yang
menyangkut keuangan. Baik, dengan ini rapat kami akhiri.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB
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3. RAPAT TIM LOBI PANITIA AD HOC1

1. | Hari | :[ Selasa _ f .
2. | Tanggal | :[ 6Juni 2000 a
3. [ Waktu :| 13.00 WIB - 14.22 WIB |
4. | Tempat | :| samithi I ) ]
5. | Ketua Rapat | :| Drs.Jakob Tobing, M.P.A

| 6. | Sekretaris Rapat _T :| Drs. Aip Suberman |
' 7. | Acara | 1| Rapat Lobi Membahas tentang Pemilu |
' 8. | Hadir |:/130rang |
9, | Tidakhadir ;:* - B ]
JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Mengenai masalah drafter, jadi kita walaupun ini namanya lobi ya...,, itu tidak
untuk sesuatu yang belum kita coba rumuskan. Berarti kalau nanti itu drafter itu sudah
dapat, itu memulainya dengan yang sudah diparaf itu. Jadi langsung ngejar dari situ.
Dan kita luangkan waktu lah untuk memeriksa juga. Jadi Pak Aip, ini kita sepakat ya
supaya legal drafter mulai kita dayagunakan untuk yang sudah kita lewati beberapa
pasal itu. Ya, yang sudah kita paraf itu kita mulai coba gitu. Walaupun akibatnya
mungkin ada beberapa alternatif, itu terserah saja gitu. Jadi, prinsipnya kita tidak
menyerahkan ke legal drafter sebelum paling tidak pada tingkat kita di sini ada
semacam kesepahaman politis ya. Yang sudah di paraf ya.

2. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)
Saya ada sedikit usul.

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ya, silakan.

4. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini mungkin ada sedikit usul ya, yang berkaitan dengan proses lobi yang
kelihatannya sangat bertele-tele sekali dalam prosesnya karena setiap kata kita bahas
bersama. Ini memang sangat memakan waktu. Saya usul habis kita selesai di sana
semua sudah ajukan usul. Ada satu atau dua orang ini yang menginventarisir,
menginventarisir bukan inventarisir seperti ini, masih terpisah-pisah gitu.

Ada sebenarnya usulan dari beberapa fraksi yang sama. Jadi, yang sama itu bisa
dikelompokkan. Kalau sedikit beda dikelompokkan di bawahnya. Yang beda sama
sekali, di bawahnya. Ini cepat Pak penyelesaiannya. Kalau itu bisa dilakukan, kalau
sekarang ini kita membahasnya, jadi sangat ngambang. Jadi sangat makan waktu
jadinya. Tapi kalau kita bisa misalnya melihat, menemukan beberapa kesamaan itu
cepat. Karena di sini bisa berkembang sendiri di luar yang diusulkan bisa berkembang
sendiri, ini yang pengalaman. Jadi begitu Pak, saya usul kalau bisa ya.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Bagaimana kalau kita coba begini. Kan Ketua rapat selalu berusaha untuk

Perubahan UUD 1945 35



membuat semacam indikasi. Tapi ada baiknya barangkali memang dimatriks saja, gitu
ya. Tapi dalam waktu yang begitu singkat. Mungkin enggak itu ya Pak Aip? Artinya
bicara dari jam 10 sampai jam 12, jam satu sudah datang dengan matriks. Mungkin
pakai scanning gitu bisa enggak itu ya. Kemudian, semacam data base itu kan bisa
dikelompokkan. Ada programnya enggak itu? Tidak ada? Memang itu masalahnya, itu
kan format ya masing-masing kan beda. Kalaupun di-scanning harus ada program yang
menyatukannya karena waktunya pendek. Apa saja Pak, coba-coba kita pikir caranya
itu.

6. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya melihat proses diskusi kita tidak mendekatkan kesamaan pendapat, tapi
justru memperjauh. Karena ndak ada upaya ke arah ini, ke arah apa klasifikasikan yang
dekat ini, udah ini bisa dinegosiasikan yang mana? Ndak ada. Ini proses yang terjadi.

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Saya rasa beberapa kali terjadi malah, ini kan prinsipnya gini itu. Tapi saya
pernah tanya juga ini, bisa tidak kita langsung sandingkan akhirnya ada kolom 11, 11
kolom plus yang ke-12 yang asli begitu ya. Memang agak apa ya, kalau seperti pemilu
ini lebih mudah memang tapi kalau seperti yang lalu-lalu, itu waduh jauh. Kita coba
duly, begini lah Pak ya. Artinya kita indikasikan, dan kita coba arahkan begitu, misalnya
dengan memakai konsistensi berpikir, logikanya begitu ya hubungan-hubungannya.
Kayaknya di beberapa tempat bisa terjadi kerucut-kerucut. Walaupun kadang-kandang
kerucutnya itu belum jadi sudah dipotong, jadi tumpeng, gitu. Mungkin begini, kita
perlu disiplin sedikit. Kalau untuk rumusan, jangan mengeluarkan hal-hal baru yang
enggak ada dipembahasan dan ndak ada di lobi. Itu satu.

Yang kedua, mungkin kita saling membantu untuk mengerucutkan gitu. Kita
usahakan begitu dulu barangkali. Sambil ini daftar mulai mengejar dari Bab I. Akhirnya
debat lagi sendiri. Lho ini apa lagi ini? Debat lagi. Kita masuk pada ini materi pemilu.
Jadi kita tadi sudah mencatat semua saya mengacu demikian sehingga bahan catatan ini
hanya catatan yang bersifat rujukan sementara. Kalau nanti ada yang kurang kita
masukkan, kalau ada yang berlebihan ya kita kurangi begitu. Itu yang disorot ya. Jadi,
kalau mengenai satu saya rasa itu sebagai payung pembicaraan kita.

Dan mengenai yang kedua adalah mengenai babnya ini. Jadi memang ada,
sebetulnya 2 dan 3 itu, satu itu, ada 2a, 2b. Jadi ada yang ingin diatur Bab tersendiri,
ada cukuplah itu ada di tersebar di beberapa tempat. Untuk memulai pembicaraan,
mungkin ini ada kait-kaitannya dengan nomor lima, yaitu bahwa ada pemily,
pengertian kita tentang pemilu rupanya adalah semuanya pemilihan yang melibatkan
rakyat banyak termasuk pemilihan rakyat, pemilihan umum lokal, umum lokal
Sepertinya....

8. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)
Interupsi sedikit Ketua. Saya minta ijin saya mau pamit duluan sepanjang sudah
disepakati diputuskan saya, oke.

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Saya boleh ikut enggak, Pak? Pak Zoel. Sebelumnya saya antarkan dulu, kemudian
saya menganjurkan sebetulnya kita membedakan antara pemilihan umum untuk
lembaga-lembaga perwakilan, dengan pemilihan yang melibatkan umum untuk jabatan
kepala eksekutif. Itu bukan lembaga perwakilan rakyat itu ya. Jadi dibedakan yang
menyangkut lembaga perwakilan itu satu tersendiri. Sebetulnya inilah yang lebih
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merupakan bagian tersendiri daripada pembicaraan pemilihan umum. Jadi ini
tersendiri. kemudian yang menyangkut pemilihan Presiden atau kepala daerah kalau
disepakati pada tempatnya masing-masing, begitu.

Yang kedua, prinsipnya adalah kalau menyangkut penamaan atau dikaitkan
misalnya kalau waktu bicara anggota atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh
lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu itu, itu bisa, tetapi apa pemilu itu kita
kelompokkan di bab ini, itu. Nah, itu mungkin kita sudah lebih mengerucut sehingga
memang ada bab tentang pemilu, dengan pengertian bahwa di situ adalah pokok-pokok
mengenai pemilihan perwakilan. Jadi bukan mengenai kepala eksekutif. Dan tinggal
masalahnya apakah parpol menjadi satu head tersendiri atau menjadi sub heading
daripada pembicaraan? Tinggal itu barangkali gitu kalau boleh kami usul. Kita arahkan
dulu pembicaraan begitu.

10. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Penguatan, jadi saya setuju karena ini sebetulnya sesuai dengan Preambule kita
itu. Permusyawaratan dalam perwakilan, jadi perwakilan itu adalah untuk menentukan
bagaimana kita menentukan, memberikan, menunjukkan wakil kita, DPR dan DPD.
Kalau memilih kepala negara, memilih itu bukan badan perwakilan sebetulnya kita
memilih pemimpin, memilih lurah, dua hal yang berbeda sebenarnya. Memang ada
pemilihan. Jadi saya setuju, mendukung ide yang namanya Pemilu itu adalah pemilihan
lembaga perwakilan itu, jadi DPR dan DPD dan DPRD tentu termasuk.

Nah, kemudian perkara partai politik, memang saya rasa partai politik ini, juga
seperti halnya pemilu, perlu ada di konstitusi. Barangkali partai politik ini bagus juga
masuk dalam konstitusi. Jadi kami semula sudah mengusulkan partai politik, rasanya
partai politik itu baik juga masuk ke dalam konstitusi itu, dua ini.

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ndak, jadi begini. Ini tadi pengelompokan, kira-kira pengelompokannya begitu
headingnya. Tadi persoalannya ini adalah heading yang sama setara ataukah yang satu
menjadi sub kepada yang lain, begitu. Jadi asal ada disebutkan di dalam konstitusi itu
ya, oke. Jadi bolehkah untuk sementara kita menyebutkan bahwa ini memang perlu
masuk? Yang pokok-pokoknya yang kita artikan pemilu itu yang menyangkut lembaga
perwakilan oleh karena itu judulnya adalah Bab Pemilu. Begitu, begitu ya. Silakan.

12. Pembicara: Theo L Sambuaga (F-PG)

Dalam pembahasan tadi, kami menyampaikan bahwa menyangkut pemilihan
atau pemilihan umum itu memang satu hal yang esensial untuk masuk dalam
konstitusi. Tetapi kami masih berpendapat bahwa seperti yang ada di sini alternatif 2b
itu tidak diatur dalam bab tersendiri tapi tersebar di dalam sesuai dengan konteksnya.
Alasan ini lebih diperkuat dengan apa yang baru disampaikan oleh Saudara Ketua tadi
yaitu bahwa pemilihan umum sebenarnya itu yaitu tadi mestinya lembaga-lembaga
perwakilan itu, DPR, DPRD bersatu. Tetapi karena selama ini kita tidak hanya itu yang
kita kenal dalam pemilihan umum kita. Jadi kita tidak mengenal pemilihan langsung
untuk kepala eksekutif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga kita
generalisir semuanya dengan pemilihan umum. Padahal seperti Saudara Ketua katakan
tadi untuk pemilihan kepala eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai daerah itu,
Presiden, Wakil Presiden itu adalah pemilihan Presiden atau pemilihan apa namanya
gubernur, pemilihan bupati istilahnya. Jadi ya dengan ditambah diperkuat dengan
barangkali perlu dipertimbangkan untuk masuk sesuai dengan konteksnya. Esensi soal
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pemilihan-pemilihan ini masuk ke konteks di bab-bab yang tersebar itu dalam
umpamanya kalau menyangkut Presiden, pemilihan Presiden, menyangkut tadi itu
DPR, DPD, pemilihan umum dan seterusnya.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Pak Hendi.

14. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Jadi yang tadi sudah disinggung mengenai 2b, jadi sebetulnya tadi masih belum,
tapi karena sudah disinggung jadi kami akan menyarankan di 2b Pak. Jadi rumusan
yang 2b aksen 2 ya, jadi diatur dalam pasal, bukan bab, tapi pasal rumusnya sama
diatur dalam pasal diatur termasuk dalam Bab DPR di samping yang tersebar dalam
pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi ada pasal mengenai pemilihan umum di dalam
bab DPR di samping dalam pasal-pasal lain yang tersebar, misalnya antara lain seperti
dikatakan Presiden di situ ada barangkali yang lain juga ada. Tapi bukan diatur dalam
bab sendiri, tidak diatur bab tersendiri, tersebar ini kan seolah-olah tidak ada pasal
mengenai pemilihan umum. Kami mengusulkan tadi bahwa diatur dalam pasal, jadi
bukan dalam bab. Dalam pasal yang tergabung dalam bab DPR, di samping tersebar
dalam pasal-pasal, di samping yang lain.

Jadi ada hanya bentuknya bukan bab tersendiri, tetapi pasal tersendiri, yang
masuk di dalam bab DPR. Jadi ini perumusannya berbeda dengan yang (b) sekarang.
kalau (b) ini tidak perlu bicara mengenai pemilihan umum di dalam bab DPR ini
katakanlah begitu. Atau setelah DPR ada bab tersendiri tapi tidak bab sendiri tapi
masuk di dalam bab DPR. Pasal, ada pasal mengenai pemilihan umum di samping yang
tersebar ya silakan tersebar tidak masalah tidak perlu kita dikumpulkan di sini, karena
prinsipnya akan berbeda tadi di sampaikan juga oleh....

Saya kira demikian terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sebelumnya, sebelumnya jadi kerucutnya ini agak buyar sedikit ya di atas.

16. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kita sudah sepakat ada pemilu untuk perwakilan DPR dan DPD termasuk DPRD
itu namanya pemilu ada pemilihan kepala negara, pemilihan kepala kelurahan,
pemilihan kepala kecamatan, itu ada. Ada juga barangkali referendum mungkin ya, itu
juga mungkin ada. Jadi dua hal yang beda untuk hal yang sama. Lembaga perwakilan
itu, itu ada pasal atau bab apapun namanya sendiri. Tentang pemilihan kepala negara
langsung tidak langsung, itu urusan Presiden begitu. Oleh karena itu kalau memang ada
nanti urusan referendum. Jadi tetap kerucutnya itu pemilu tetap ada yang disebar-
sebar itu yang bukan perwakilan.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih. Pak Zain.

18. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)

Yang dimaksudkan itu yang di dalam unsur-unsur tersebar dalam pasal-pasal
dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-
Undang Dasar dan dikumpulkan dalam satu bab.

19. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Bukan begitu, bukan begitu. Di dalam pasal, jadi ini kan ini di dalam pasal, bukan
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yang saya maksud sama ada (b) aksen sama ada yang (a) itu kan dalam pasal masuk
dalam bab DPR di samping yang sudah ada di pasal-pasal lain katakanlah tadi Presiden
disamping itu silakan saja, tapi pemilu ini tidak perlu ada di dalam bab DPR sebagai
salah satu pasal.

20. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ya. Saya mengerti, begini saya hanya ingin supaya kita ada anu apa namanya
mengerucut. Begini sebetulnya tadi dalam pembicaraan di paripurna, saya ini hanya
untuk mencatat bahwa sebetulnya dari fraksi TNI/Polri mengatakan mengenai apakah
bab sendiri atau pasal itu terserah saja itu different yang penting adalah yaitu ini
prinsip sekali masuk. Kemudian penjelasan Pak Luthfi yang mengatakan
permusyawaratan perwakilan itu barangkali nanti perlu kita selesaikan di ujung di
tempat lain, Pak Hendi. Saya bisa maklum itu. Tetapi kita tadi juga secara konsisten
saya tidak melihat ada perbedaan yang mengatakan ya sudahlah kalau urusan
pemilihan diserah lembaga permanen, nasional, independent, non partisan, kira-kira
begitu. Ini ada hubungannya nanti. Jadi, apakah itu untuk DPR? Apakah itu untuk DPD?
Apakah itu untuk DPRD I? Dia menjadi gawe nasional. Jadi ada konsep itu sebenarnya
sehingga dia menjadi satu paket dan ini tidak ada urusannya karena kita belum
bersepakat mengenai lembaga permusyawaratan, ini lembaga perwakilan itu. Jadi kita
batasi di situ dan kita masing-masing mencatat dampaknya terhadap yang lain-lain ini
nanti.

Nah, mungkin dengan itu apalagi kita memang membedakan secara genus ya
pemilu lembaga perwakilan dengan pemilihan kepala pemerintahan, pilkades, pilgub,
pilwal, pilpres itu genus yang berbeda dengan pemilihan umum bagi lembaga yang
mewakili. Jadi, kita kelompoklah dulu ini dua. Yang inj, ini ada di dalamnya KPU bukan
KPU huruf besar, komisi pemilihan umum huruf kecil. Ada di dalamnya perkataan
nasional serentak, jurdil, luber, segala itu, ini paket di sini. Kita kumpulkan jadi satu
gitu. Hasilnya ini adalah DPR, DPD, DPRD satu dua. Apakah ini sudah jalurnya ini MPR
itu masih ada pembicaran lagi. Jadi saya rasa untuk cut sebelah sini bisa selesai.

Satu lagi yang menyangkut pemilihan Presiden, itu waktu bicara Presiden ini
tidak masuk, ada yang bilang tidak langsung ada yang bilang langsung. Oke. Kemudian
waktu pembicaraan pemerintahan daerah, kita juga bicara di sini ada dua juga versi
langsung atau oleh DPRD. Jadi sudah selesai di sini. Tapi waktu kita bicara urusan
kedaulatan rakyat ada yang mengatakan lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu. Yang
dimaksud pemilu yang mana? Sebetulnya menunjuk ke sini. DPR juga kita bilang adalah
anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang mana? Jadi saya rasa
sudah mengerucut begitu jadi ya setuju, baik jadi setuju begitu ya. Pemilu itu adalah
yang menyangkut dewan atau lembaga perwakilan, oke. Kemudian mengenai isi. Ini
tadi kita sudah setuju bahwa di dalamnya akan menyebut masalah parpol, ya, persisnya
gimana nanti. Jadi heading-nya tidak menjadi soal lagi ya. Oke. Nah, sekarang apa saja
yang kita kan semua bilang pokok-pokok apa saja pokok-pokok itu.

21. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pokok-pokok ini tentu.... kita... ini kan berkala, kegiatan yang berkala. Satu
disebutkan lima tahun sekali umpamanya gitu.. kemudian pemilu itu untuk apa? Tentu
ada DPR, DPD dan DPRD. Kami yang semula mengusulkan Presiden, Wakil Presiden
akan kita coret ini. Itu termasuk yang diberikan.
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22. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Yang spesialis gitu ya?

23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Iya.. itu sudah termasuk tempat lain. Yang ketiga, sifat pemilu itu bagaimana?
Untuk yang harus yang tadi.. yang langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil itu.
Nabh, ity, itu tentu sifatnya harus dijelaskan.

24. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Yang seperti biasa?

25. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Iya itu boleh ditambahkan, iya itu... jadi artinya itu... sifatnya harus tahu, kalau
pemilu ... Kemudian yang keempat asas serentak. Asas serentak itu kalau namanya
pemilu harus serentak. Bareng... nah gitu..

26. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Enggak lihat kiri kanan ya?

27. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kenapa? Enggak liat kiri kanan.. bagaimana hasilnya udah sekaligus bareng... Lah,
yang ke... ini masalah kalau tidak lengkap rinciannya, kita bikin kita atur dengan
undang-undang lagi, itu saja pilihannya. Nah.. parpol, silakan parpol.

28. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Pelaksanaanya gimana? Pelaksanaan pemilu?

29. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Nah itu lah, kita nanti bergerak begitu, iya... komisi itu.. sudah seperti itu.. iya..
udah sulit.. yang lain udah sulit. lya terimakasih, jadi saya ingin memperkuat tadi yang
dikerucutkan juga. Jadi, memang KPU juga disebut. Kalau kita sudah konsisten
menyebut lima tahun, karena itu kan Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak boleh ada
ketentuan undang-undang lebih rendah yang bertentangan Undang-Undang Dasar.
Oleh karena itu supaya juga diatur. Bahwa MPR ada yang bisa mengubah jadwal pemilu
itu ada, sidang pleno MPR atau nanti referendum. Jadi supaya tidak undang-undang
yang umpama pemilu dipercepat jadi tiga tahun, jadi ada ketentuan karena kita
konsisten sebut lima tahun.

30. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Kalau pemilu sela apa Pak?

31. Pembicara: Sutjipto (F-UG)

Pemilu sela? Kalo memang pemilu sela-nya itu bukan pemilu yang secara
nasional, apakah itu boleh diatur undang-undang disebutkan. Tapi kalau yang pemilu
yang lima tahun itu, kita udah sebut konsisten di situ lima tahun, enggak boleh diatur di
undang-undang nanti ada pemilu yang tiga tahun. Jadi mesti disebutkan jangka
waktunya bisa diubah atas keputusan, apakah Sidang Pleno MPR. Jadi enggak usah
ngerubah Undang-Undang Dasar tapi cukup Sidang Pleno MPR begitu.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Makasih, siapa lagi? Ini sekarang malah minta pendapat yang agak hemat ini.
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33. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau saya liat Pak, tadi sudah hampir kerucut kayaknya iya. mungkin nanti
tinggal penulisan saja Pak. Yang paling mudah itu menggunakan prinsip SW 1H saja.
Iya... Karena tadi yang demokrat kan itu Pak... Apa pemilu perwakilan? Siapa
penyelenggara? Siapa ikut? Bagaimana? Kenapa? Saya pikir langsung sudah itu prinsip-
prinsip yang umum itu. Sudah akan lebih mudah kita memformulasikan, tinggal yang
spesialis dimasuk di tiap bagian yang lain. Nah, itu tinggal saya pikir sama satu ayat
yang escape clausul misalnya bom nuklir mati sekaligus Presiden dan Wakil Presiden.
itu bisa diatur Pak. Nah, jadi mungkin ada pemilihan yang di luar lima tahun.
Seandainya..

34. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ya, jadi itu atau oleh MPR. Sekarang begini, begini. saya memprovok. Kalau
anggota DPD pindah ke luar negeri, atau keluar dunia. Iya.. kan itu karena
pemilihannya, kan ini wakil daerah. Berarti kan ndak mungkin diganti antar waktu oleh
siapa gitu, tapi oleh rakyat lagi dipilih, itu menurut Pak Tjipto itu diaturnya oleh
undang-undang enggak usah oleh Undang-Undang Dasar.

35. Pembicara: Sutjipto (F-UG)

Begini Pak Ketua, jadi sebenarnya bahwa itu tidak mutlak harus pemilu, kalau
kita sepakat. Jadi digantikan oleh orang yang dapat suara di bawahnya. Sesudah dia.
Tidak harus pemilu gitu. Jadi, kalau mereka meninggal gitu. Jadi lebih efisien sepertinya
kalau bisa sepakat begitu.

36. Ketua Rapat: Jakob Tobing
OKe, ini anak soal ini ya.. bukan soal besar. Anak soal.. silakan..

37. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Bapaknya soal. Jadi saya Kkira, intinya kalau tidak salah dalam beberapa
kesempatan kita telah berbicara di sini dan juga di sana kalau ada pemilihan umum tadi
ke luar dunia atau ke luar negeri, itu ya pemilu sela. Untuk menggantinya.. kalau DPR..
pemilu sela bukan diganti. kalau DPD, termasuk juga DPR kalau sistem distrik ya
pemilu sela gitu. Tapi itu sudah tentu nanti dibicarakan kembali, jadi bukan diganti oleh
apa namanya.. daftar sesudahnya pemilu sela, itu satu.

Kedua, kalau pemilu sela itu bukan pemilihan umum. Jadi pemilihan umumnya itu
lima tahun serentak. Serentak lima tahun sekali itu berkala. Jadi apa yang
dikhawatirkan oleh Pak Sutjipto tidak.. ya.. tidak punya alasan. Jadi, undang-undang
diatur di sini kemudian nanti diatur di undang-undang kurang dari lima tahun. Tapi.
iya.. Pemilu sela itu kan pengecualian.

38. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Iya itu yang saya maksud, yang serentak yang lima tahun itu Pak. Yang lima tahun
serentak itu kan tidak boleh diatur oleh undang-undang terus berubah jadi lima tahun
gitu.. yang serentak..

39. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)

Oh, iya betul, tapi pemilu sela-nya kan setiap saat?
40. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Pemilu selanya itu bisa diatur undang-undang karena kan tingkatannya tidak
harus dengan MPR, jadi kan undang-undang dulu bisa..
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41. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Ada sedikit Pak, karena itu dulu masih yang.. tidak pernah dibahas sebelumnya
Pak, jadi walaupun ini belum terpikir. Kami ingin mencontohkan di Amerika Serikat
kalau Wakil Presiden meninggal, itu tidak pemilihan umum lagi, tetapi Presiden
mengusulkan dan disetujui oleh kongres. Nah, dalam hal seseorang menjadi anggota
DPR itu karena partai politik, mestinya partai itu boleh menunjuk penggantinya.

42. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Siapa tadi?

43. Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Yang meninggal? Wakil Presiden. Jadi waktu itu Lyndon Johnson mengganti John
F Kennedy. Itu Lyndon B Johnson mengusulkan penggantinya dia.

44. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Kenapa mengusul Pak? Enggak langsung dilantik?

45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Presiden bilang iya. Wakil Presidennya.. tapi Presidennya Lyndon Johnson
disetujui oleh Kongres. Tidak ada pemilihan umum lagi untuk Wakil Presiden. Jadi
apakah dalam rangka efisiensi, untuk hal-hal seperti itu tidak.... tapi yang perorangan
kan repot waktu itu. Untuk yang orang partai, partainya bisa menunjuk penggantinya
kalau dia meninggal dalam jabatan. Ini hanya satu karena tidak pernah dirancang
sebelumnya Pak ini.

46. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Iya.. oke, sambil mikir juga Pak ya.. ini saya memprovok beberapa anak soal, nanti
masih ada anaknya panjang ini Pak yang saya mau provok. Tapi pokok-pokoknya kan
sudah dapat ya? Silakan Pak Ruki.

47. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Tadi seolah-olah itu ya, kita sepakati. Kalau pemilihan umum itu pada
perwakilan, tapi contohnya selalu apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan
tetap.

48. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ndak.. ada

49. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kalau Presiden begitu bukan pemilihan umum itu.

50. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Enggak.

51. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Kalau begitu lima tahun ya lima tahun gitu.. jangan diubah lagi..

52. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Enggak.. begini.. Silakan Pak Pata jelaskan dulu..

53. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya jelaskan Pak kepada provokator ini heheheh... Jadi memang betul yang
disampaikan oleh Pak Taufik itu, dalam asumsi pemilihan Presiden langsung. Nah, tapi
kan usul kami pemilihan Presiden langsung, tapi kan usul kami pemilihan Presiden
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langsung di MPR. Di mana pada saat pelaksanaan kampanye pemilu, setiap partai
mencalonkan nama Presidennya, hanya dua partai menang pertama, itu yang dipilih di
dalam MPR. Sehingga otomatis, legitimasinya sangat terkait dengan pemilu Pak. Jadi ini
kayak satu paket. Makanya kami katakan selain periodik lima tahun ini, kemungkinan
bom nuklir mati sekaligus Presiden dan Wakil Presiden, harus pemilu kembali karena
legitimasinya tadi rakyat tadi perwakilan, itu aja.

54. Pembicara: Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Kalau belum disepakati kalau pemilu itu untuk perwakilan, meski Presiden,
Wakil Presiden dua-duanya berangkat dari bumi pun tidak perlu ada pemilu lagi.
Pemilu untuk perwakilan, pemilu untuk Presiden ya Presiden..

55. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Nah, itu saya rasa begini, masalah hanya penggunaan contoh. Jadi bukan main
problem-nya. Yang sebetulnya begini, pada waktu kita bicara DPD, kita mengatakan
anggota DPD itu calonnya itu diajukan itu perorangan. Boleh diajukan oleh partai boleh
oleh kelompok orang. Dan ia dipilih oleh rakyat, nah kalau dia misalnya pindah keluar
orbit. Itu gimana? Apakah tunggu pemilu yang akan datang atau pemilu setelah...

56. Ketua Rapat: Jakob Tobing

... Datang atau pemilu sela, logikanya tadi yang disampaikan baik oleh Pak Tjipto,
baik oleh Pak Theo. Nah, itu cukup diatur oleh undang-undang. Karena yang diatur di
sini adalah pemilihan umum nasional, tetapi cantelannya gimana? Persoalannya kan
itu... Cantelannya mungkin nanti adalah pada waktu bicara DPD. Karena DPD tadj, lobi
tadi dan perumusan tadi itu memang calonnya itu adalah perorangan yang diajukan
oleh partai atau oleh kelompok orang, gitu.. jadi bisa pada satu level lebih rendah. Asal
kita sepakat gitu lah.. ya? Lanjutnya begini, pertanyaannya adalah satu tadi mengenai
KPU sudabh, itu adalah komisi nasional yang permanen.

Jadi tiap kali diperlukan ndak usah lagi ada pantarlih, begitu kan. Paling yang
meninggal dicoret namanya, yang sudah mencapai umur tambahkan yang pindah
berubah. Paling begitu kan kerjaannya kayak BPS lah ya? Biro Pusat Statistik kayak
gitu. Tapi kalau kita bicara masalah pemilu, ada lagi banyak masalah yang lain.
Misalnya saja, ini saya juga kehilangan catatan ini. Lembaga yang mengesahkan tadi itu.
Kemudian apakah pemilihan anggota sistemnya masuk di sini atau tidak? Di Undang-
Undang Dasar itu termasuk pokok atau tidak? Atau dipersilakan kita berpolitik
demokrasi lagi pada tingkat undang-undang? Sistem pemilu? Iya.. mm.. gitu ya? Ya
silakan..

57. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)

Saya kira kalau mengenai sistem pemilu, karena kan memang kadang-kadang kita
melihat kalau di konstitusi itu kan artinya apa namanya berubah gitu ya? Kalau kita
melihat pengalaman negara-negara lain. Jadi memang akan lebih baik kalau tidak
masuk di dalam konstitusi tapi cukup dalam undang-undang. Jadi prinsip-prinsipnya
saja yang mengatur, gitu kan. Kita mungkin nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi
mungkin kita melihat ada sistem lain yang lebih baik.

58. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Silakan Pak.

59. Pembicara: Harun kamil (F-UG)
Jadi mengenai masalah peserta pemilu kan tentu mungkin diatur di undang-
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undang. Cuma mesti ada kejelasan tentang masuknya partai tadi. Jadi peserta pemilu
itu yang menggunakan hak kedaulatan adalah perorangan dan juga melalui partai
politik yang sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ini saya kira harus masuk di dalam
urutan yang disusun oleh Pak Luthfi tadi. Saya kan mengusulkan terhadap
penyelenggara ya? Coba termasuk siapa pesertanya untuk cantelan partai politik di situ
masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi tentang rinciannya tentu diatur dalam
undang-undang.
Terima kasih Pak.

60. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Mm.. tadi yang ikut perumusan DPR, DPD ini, kalau enggak salah ada Pak Luthfj,
ada ada Pak Pal, Pak Theo. Itu mengenai DPR dan DPD. Jadi begini, apakah kita bisa
mengatakan di sini pemilihan anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai politik.

61. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Jangan perorangan?

62. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Enggak, kalau DPR? Iya makanya itu harus dipisah. Sedangkan DPD itu
sebetulnya perorangan, walaupun yang mengajukan bisa partai dan orang-orang.

63. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Saya kira belum tentu perorangan yang lebih besar. Bahkan kurang proporsional,
Seto mengatakan itu proporsional. Jadi harusnya pasti parpol.

64. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Mumpung Pak Seto ndak ada Pak, terus saja dulu he..he..he.. protes lagi.

65. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Belum perorangan paling pol yang ikut, kalau perorangan ikut, persyaratan harus
dipenuhij, jangan dia sendirian. Setelah ngumpulin berapa... untuk bikin parpol baru
tapi dia mewakili. Nah, itu harus ada syaratnya itu.. tapi pada dasarnya parpol itu kan
untuk cara menyalurkan yang paling gampang, yang paling teratur untuk aspirasi
politik. Parpol kan gunanya itu. Nah, tapi kalau ada orang yang karena parpol itu
menjadi istimewa, tapi kalau dia diizinkan oleh parpol itu. Disikapi begini... dijelaskan...
setidaknya begini aja..

66. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jadi merumuskannya itu bagaimana kira-kira ini? Bu Valina ... Melihat... supaya
ini.. supaya eksistensi dan tanggung jawab partai. Jadi termasuk tanggung jawab itu ya?
Itu mempunyai cantelannya di Undang-Undang Dasar kan begitu. Perannya, fungsinya,
dan tanggung jawabnya gitu.

67. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)
Ayat (3), Ayat (3).

68. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ayat (3). Partai politik peserta pemilihan umum harus benar-benar merupakan
wujud kemauan politik rakyat dan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dari
segala lapisan masyarakat. Ya.. itu partai politiknya ya, tapi artinya, ya.. nanti dikaitkan
dengan politik belum. Ini penjelasannya, ini saya bacakan dibuatkan Bapak beliau ini.
Memiliki... ini penjelasannya itulah parpolnya tapi sekarang.
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69. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ya silakan

70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi kalau pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti
oleh partai-partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh
calon-calon dari partai politik dan perorangan yang di atur dengan undang-undang.
Tadi Pak yang partai politik yang tadi itu sebenarnya ini agak nurut Jerman. Jerman itu
yang begini ini, partai politik itu apa? Supaya jangan sampai partai politik itu partai
yang tidak mewakili kemauan politik rakyat, hanya ada orang kumpulan, arisan
membuat partai gitu lho. Karena ada Pak, waktu saya jadi pejabat. Ada partai
pendidikan Pak. Orangnya datang, itu hanya punya DPP tapi ndak punya DPD, ndak
punya cabang dan dia merasa partai, nah itu. Supaya dia ada gitu..

71. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)
Ada partai yang ndak punya anggota ..... partai Tarigan

72. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ada Pak satu istri empat anak. Silakan Pak.Theo

73. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saya mau tanya ke tadi Pak Dijarto dan bu.., jangan masih belum selesai
rumusannya? Jadi maksudnya kalau saya dengar apa yang dibacakan tadi itu masih
menjelaskan peserta pemilu itu. Parpol sebagai subyek utamanya. Jadi bukan parpolnya
itu sendiri sebagai subyeknya padahal yang saya tangkap mau diatur di sini adalah
partai politik. Eksistensi dari partai politik dan peranannya itu kan? Jadi bukan cuma
sekedar sebagai peserta pemilu. Kalau di situ kan subyeknya kalau tadi sebagai peserta
pemilu saja. Enggak, kalau saya tangkap apa itu yang memang mau diatur di sini? Itu
gja pertanyaan saya.

74. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau bagian tentang pemilu maka ditetapkan partai politik yang ikut pemilu.
Kalau yang ada partai politik lain boleh, tapi ndak boleh ikut pemilu kalau ndak seperti
ini gitu.

75. Ketua Rapat: Jakob Tobing

OKke, jadi kalau partai politik secara umum, apakah tidak cukup kuat kalau nanti
kita sampai kepada pasal tentang hak berserikat. Sedangkan ini sudah merupakan
bagian dari fasi daripada dia yaitu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti
pemilu. Jadi, artinya kita cukupkan di sini bukan tentang apa itu partai politik. Tetapi,
bahwa sudah kelihatan peranannya di dalam kehidupan, kedaulatan rakyat gitu. Asal
kita begitu, nanti urusan kebebasan berserikat, itu menjadi cantelan dari mungkin
undang-undang nomor tiga atau undang-undang nomor dua politik yang diperbaharui
barangkali gitu. Silakan Pak Theo.

76. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Jadi, dijelaskan lagi, kalau begitu aturannya. Pertama maka, ada kesan
diskriminasi di sini. Partai politik secara genus itu diatur di undang-undang maunya.
Atau apa tadi? Nanti mau diatur di undang-undang. Sedangkan sebagai peserta pemilu
yang notabene tidak semua partai politik bisa ikut peserta pemilu. Itu diatur dalam
konstitusi. Itu...
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77. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Bukan.. bukan.. di sana disebutkan bahwa peserta daripada pemilu itu adalah
partai politik. Tapi mengenai partai politiknya sendiri tidak dijelaskan di sana, apalagi
kualifikasi peserta pemilu.

78. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Jadi yang diatur di sini, peserta pemilu aja?

79. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Bahwa yang ikut pemilu maksudnya itu justru khusus DPR dan DPRD satu dua.
[tu adalah partai politik, enggak mungkin perorangan ikut di situ gitu.

80. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Jadi kalau partai politiknya enggak diatur di sini?

81. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ndak.

82. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)
Dalam partai lain juga tidak?

83. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ndak. Jadi hak berserikat turunan dari ini dua, menyebabkan nanti diatur lebih
lanjut dari undang-undang, menjadi cantelan bagi undang-undang nomor dua yang
diperbaharui. Jadi, hierarkinya jadi begitu. Pak Pata lebih dulu saya lihat tadi.

84. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak, kepada teman-teman Utusan
Golongan. Dalam rumusan mencantumkan partai politik ini apakah hanya sebagai
pelengkap daripada sistem pemilunya? Ataukah memang merupakan satu uraian
mengenai apa itu partai politik? Karena begini menurut saya. Terus terang kalau
menggunakan asumsi pemilihan umum multi partai itu memang akan terkait dengan
sistem namanya threshold, apakah termasuk threshold termasuk ini? Apakah termasuk
di sini akan dibikin requirement ? Sebab kalau kita mulai memberikan rumusan yang
dimaksud partai politik adalah seperti ini. seperti ini.. itu artinya tidak seperti
menggambarkan partai politik gitu. Nah, apakah sejauh itu yang akan dimasukkan? Ini
mungkin perlu feel dulu. Makasih.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, mungkin saya ingin mengingatkan saja. Itu tadi sudah saya minta klarifikasi
dari awal, ini hanya ini hanya sub. Jadi ndak akan anu.. jadi hanya menyebutkan saja.
Silakan Bu..

86. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Pertama saya mengikuti beberapa hal, apa namanya? Pemikiran yang
berkembang itu bagus-bagus. Apakah sekretariat MPR itu tidak merekam? Notulensi
rekaman itu tidak hanya terjadi pada sidang pleno, tapi juga pada waktu lobi ini ada
rekaman. Rekaman yang berlangsung selama lobi itu berjalan dan perumusan juga
berjalan pertama.

Lalu kedua, mengenai soal partai. Saya kira memang, apakah Pak Theo
mengatakan demikian dan Pak Pata demikian. Saya kira memang bisa dua. Pertama kan
menginginkan adanya penegasan mengenai hak-hak politik rakyat itu sebetulnya kan?
Itu mesti pertama bisa demikian. Pertama itu dicantumkan secara efektif apa itu partai?
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Sebagai tiang demokrasi misalnya, tapi itu nanti, penjabarannya itu nanti diatur ya
oleh.. oleh forum. Lalu yang kedua, partai politik sebagai peserta pemilu. Ada dua hal
yang berbeda tapi saling berkaitan.

87. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jadi biar kerucut dan enggak buyar ya Bu ya? Ya, ini dalam hubungannya sebagai
peserta pemilu, bahwa kualifikasi segala macam. Itu nanti ada masalah HAM, ada
masalah kebebasan berserikat. Mengenai kedaulatan rakyat. Itu nanti tentunya ke
undang-undang. Karena nanti juga itu.. perlu lengkap. Mm.. apa namanya? Kan kita
membedakan antara partai politik dan partai politik peserta pemilu itu akan selalu
berbeda. Partai politik itu, itu hak dasar sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi.
Semua orang juga boleh bikin dan nanti lapor. Tapi urusan ikut pemilu itu cerita lain
lagi. Ada threshold-lah, ada inilah.. ada itu.. begitu. Jadi, mungkin kita batasi jadinya
dalam hal ini adalah. Ini adalah suatu penyebutan dan sekaligus tentunya angker untuk
undang-undang. Ya Pak Dijarto.

88. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Jadi pertanyaan bapak Pataniari memang dirumuskan karena kami melihat
perkembangan keadaa